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MOTTO  

                         

                     

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan  

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Ruum: 

21).
*

                                                           
*Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Al-Muhaimin, (Jakarta: Al-Huda 

Kelompok Gema Insani, 2015), 407 
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ABSTRAK  

Dini Alifiyatin Nufus, 2023: Keabsahan Prosedur Perceraian Anggota TNI 

Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

Kata Kunci: Keabsahan, Prosedur, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 

Tahun 2017, Kompilasi Hukum Islam 

Skripsi ini memberikan gambaran mengenai keabsahan prosedur 

perceraian anggota TNI yang berlatar belakang mengenai persyaratan perceraian 

sesuai peraturan Kementerian Pertahanan ialah mengajukan permohonan surat 

izin cerai kepada Pejabat yang Berwenang dan melakukan mediasi terlebih dahulu 

sebelum diajukan ke PA yang mana TNI ini juga seorang muslim yang terikat 

dengan hukum Islam sehingga harus memenuhi semua persyaratan prosedur dari 

kedua hukum tersebut. Kedua hukum yang diambil ialah Peraturan Menteri 

Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana 

keduanya memiliki sifat yang berbeda yakni lex specialis dan lex generalis namun 

keduanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi yang bersangkutan. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah: 1) bagaimana prosedur perceraian 

anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 

2017? 2) bagaimana keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum 

Islam? Tujuan penelitian ini ialah: 1) Guna mengetahui dan memahami prosedur 

perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 

Tahun 2017. 2) Guna mengetahui dan memahami keabsahan prosedur perceraian 

anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 

dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang figunakan ialah yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan analitis (analytical approach) berupa bahan hukum primer dan 

sekunder dengan cara studi dokumen. 

Hasil penelitian ini ialah: 1) dalam prosedur perceraian anggota TNI 

Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 telah diatur 

sesuai dalam keberlakuan regulasi hukum di Indonesia, namun dengan memiliki 

aturan khusus yang lain seperti harus mendapatkan izin perceraian dari Pejabat 

yang Berwenang dengan melakukan pengajuan surat permohonan izin cerai 

dengan memenuhi prasyarat yang telah ditentukan sebelum diajukan ke 

Pengadilan Agama harus dimediasi terlebih dahulu 2) keabsahan prosedur 

perceraian dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan 

Kompilasi Hukum Islam yang harus tetap dilaksanakan tanpa menghilangkan 

salah satu dari prosedur perceraian kedua peraturan tersebut dikarenakan 

keduanya memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara etimologis, kawin yakni bersenggama ataupun bercampur.
1
 

Sedangkan, secara istilah perkawinan adalah hak setiap manusia guna 

membentuk sebuah rumah tangga berupa keluarga kecil supaya tercapainya 

kebahagiaan sebagaimana yang tercantum dalam regulasi hukum perkawinan. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan 

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan 

yang menjadi suami dan istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan kekal sesuai dengan sila pertama Pancasila.
2
 Diperkuat lagi 

dengan Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan 

ijab qabul dari mempelai laki-laki yang bersifat mitsaqon ghalidzan yang 

merupakan ibadah. Perkawinan dilaksanakan memiliki tujuan hidup yang 

sangat diimpikan oleh setiap pasangan ialah ingin terciptanya kehidupan 

berkeluarga yang di dalamnya terdapat keharmonisan, ketenteraman dan kasih 

sayang merupakan makna yang terdapat pada Pasal 3 KHI.3 

Agama Islam menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu hubungan 

dalam perkawinan yang hakikatnya merupakan sampai meninggalnya suami 

                                                           
1 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993), Cet.1, 2 
2 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 
3 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet.1, 

13-14 
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atau istri dalam perkawinan tersebut.
4
 Dalam kehidupan berkeluarga, 

walaupun pada mulanya perasaan dari hubungan seorang suami dan seorang 

istri berasal dari kasih sayang yang luar biasa seakan-akan tidak bisa hilang, 

akan tetapi pada realitanya rasa kasih sayang tersebut apabila tidak dirawat 

maka akan menjadi hilang baik itu sedikit demi sedikit maupun langsung 

sepenuhnya, ditambah lagi dapat mengarah terhadap rasa kebencian. Apabila 

kebencian telah tumbuh dalam suatu perasaan hingga tidak dapat memulihkan 

kembali rasa kasih sayang dari keduanya, maka akan berdampak buruk 

terhadap generasi berikutnya. Dengan demikian, upaya untuk menumbuhkan 

kembali rasa kasih sayang maka perlu dilakukan sebab pada hakikatnya rasa 

kasih sayang dapat berubah menjadi kebencian jika tidak dipertahankan rasa 

kasih sayang tersebut. 

Kebencian tersebut akan menimbulkan perceraian dalam rumah 

tangga, karena hal tersebut yang menjadi peluang saat terjadi pertengkaran 

awal dari kebencian. Agama Islam mengajarkan bahwa sebelum memutuskan 

suatu problematika hidup harus mempertimbangkan apa yang menjadi 

konsekuensi dari keputusan yang akan diambil. Hal tersebut juga berlaku 

dalam kehidupan berkeluarga yang dibina oleh kedua pihak yakni pasangan 

sah dalam perkawinan yang pada hakikatnya mempersatukan dua insan 

dengan pola pikir yang berbeda dalam berumah tangga. Apabila terdapat suatu 

perselisihan maka perlu dilakukan berbagai cara dalam penyelesaian sebelum 

memutuskan untuk bercerai. Akan tetapi, bila benar-benar tidak ada jalan 

                                                           
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), 190 
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keluar lain dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Maka, Islam 

menganjurkan bahwa jalan terakhir penyelesaian yakni dengan perceraian.
5
  

Cerai ialah suatu kata yang paling dibenci walaupun dalam pandangan 

agama Islam memperbolehkan atau menghalalkan perceraian. Akan tetapi, 

kenyataanya berbalik bahwa putusnya perkawinan ialah suatu tindakan yang 

dibenci oleh Allah SWT. Istilah cerai menurut fiqh Islam diistilahkan dengan 

kata talak, yang memiliki beberapa penyebab salah satunya berupa kekerasan 

dalam rumah tangga yang harus dihindari semaksimal mungkin oleh salah satu 

orang pasangan tersebut hingga orang lain yang bisa ikut campur dalam rumah 

tangga tersebut. Untuk dapat mengembalikan tujuan perkawinan sesuai 

dengan Pasal 3 KHI bahwa pencapaian dari sebuah perkawinan itu ialah 

dengan mencapai kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, 

warrohmah maka usaha menuntun dan mendamaikan secara kekeluargaan 

perlu dilakukan. Abdul Rahman (1999, 80) mengungkapkan bahwa: 

Syariat bermaksud membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera 

melalui perkawinan, namun kalau karena beberapa alasan tujuan ini 

gagal, tak perlu lagi memperpanjang harapan-harapan tersebut, 

sebagaimana yang dipraktikkan dan diajarkan oleh beberapa agama 

lain bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Islam lebih 

menganjurkan perdamaian antara kedua suami istri daripada 

memutuskannya. Akan tetapi, jika hubungan baik di antara pasangan 

itu tak memungkinkan untuk terus dilangsungkan, Islam pun tidak 

membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan 

keadaan yang menyiksa dan menyakitkan. Oleh karena itu, diizinkan 

perceraian.
6
     

 

                                                           
5 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Prenada 

Media, 2004), 96-97 
6 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi), 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 243 
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Dari kutipan di atas, sudah jelas bahwasanya perceraian dalam fiqh 

Islam ialah salah satu solusi untuk mngatasi rumah tangga dalam kondisi 

kritis. Maka sebaliknya tentang usaha untuk terjadinya sebuah perdamaian 

dalam berumah tangga yang sudah tidak bisa dilakukan perdamaian kembali 

sehingga berpisah itu salah satu jalan keluar yang menjadi pemisah antara 

suami dan istri, karena asal hukum bercerai ialah diperbolehkan namun lebih 

baik ditinggalkan artinya makruh sebagaimana Nabi SAW., bersabda: 

َرَ َنَ عَ  : ب نَُعُم ر  َاللهَع ن َ اَِ و س لَّمَ َع ل ی هََِاللهَص لَّىَاللهَر سُو لَ َق الَ :َق الَ َهُم اضِى   
ب  غ ضَُال َ َ لَِاَِأَ  لطَّلا قَُا ََاللهََِلَ لاَ    

 ( وا ل  اكِمَهو ص حَ َج هر و اهَُا بُ و د اوُد و اب نَُو م ا ) 

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: 

sesuatu yang halal tapi di benci oleh Allah SWT adalah talak.  

(H.R. Abu Daud dan Ibn Majah, Al-Hakim menilai hadis ini shahih). 

 

Sabda Nabi SAW., tersebut dapat dijadikan landasan hukum 

bahwasanya Allah SWT., membenci perbuatan talak atau penjatuhan kata 

talak terucap dari mulut suami kepada istri. Perbuatan talak sebenarnya tidak 

terdapat pahala di dalamnya serta tidak dapat dijadikan pandangan sebagai 

bentuk ibadah. Hadis di atas juga dapat menjadi landasan bahwasanya seorang 

suami wajib untuk menjauhkan diri dan menghindari dalam perbuatan yang 

dapat menjatuhkan kata talak.
7 

Regulasi hukum mengenai perkawinan menggunakan istilah putusnya 

perkawinan dalam penyebutan kata perceraian. Walaupun istilah yang umum 

sering menggunakan istilah perceraian. Namun, di dalam Undang-Undang dan 

                                                           
7 Dewi Ayu Cahaya Putri, “Izin Atasan TNI sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam 

Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)”, (Skripsi, Institut 

Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021 M/1442 H), 14 
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literatur hukum yang lain kerap menggunakan istilah putusnya perkawinan.
8
 

Di Indonesia secara teknis administrative, perceraian harus dilaksanakan di 

depan persidangan setelah persidangan telah berupaya mendamaikan namun 

perdamaian (mediasi) kedua belah pihak yang telah diupayakan tidak berhasil 

sebagaimana dalam hukum acara di Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 65 

jo. Pasal 115 KHI.
9
 Menurut regulasi hukum mengenai bab perkawinan bahwa 

perceraian itu dapat dilakukan oleh keduanya (suami ataupun istri) sesuai 

dengan kebenaran hukum dalam persidangan.
10

 Undang-Undang Perkawinan 

dan regulasi hukum yang ada, dalam implementasinya bahwa perceraian 

dikatakan telah terlaksana bila di hadapan persidangan saja.  

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975 

mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan 

bahwa apabila terdapat percecokan terhadap pasangan yang tidak ada hentinya 

sehingga sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun atau damai kembali dalam 

rumah tangganya, maka hal tersebut termasuk salah satu alasan perceraian.
11

  

Menurut Djaren Siragih (1992:42) menyatakan bahwa perceraian itu 

dilakukan oleh suami kepada istrinya berdasarkan perkawinan yang yang telah 

disahkan secara resmi dengan memberikan surat pemberitahuan cerai untuk 

                                                           
8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, 189 
9 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi), 

245 
10 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga 

Muslim, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 50 
11 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga 

Muslim, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 51 
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istrinya terhadap pengadilan yang disesuaikan kediaman istri beserta alasan 

perceraian sesuai dengan Pasal 14 PP 9 Tahun 1975.
12

  

Namun, apabila yang hendak bercerai merupakan seorang Tentara 

Nasional Indonesia atau disingkat dengan TNI, maka terdapat prosedur 

perceraian secara khusus yang hampir sama dengan prosedur perceraian 

Pegawai Negeri Sipil. Prosedur perceraian TNI telah disusun dalam bentuk 

peraturan hukum dari Menteri Pertahanan dan Keamanan di Indonesia yakni 

dalam Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Kep/01/1/1980 Tentang 

Perkawinan, Perceraian dan Rujuk ABRI yang diubah menjadi Peraturan 

Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian 

dan Rujuk dan diubah menjadi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 

Tahun 2017. Peraturan ini merupakan aturan yang dibuat dengan mengikuti 

asas lex specialis derogate legi generali yang berarti hukum khusus yang akan 

mengesamoingkan hukum yang bersifat umum yang merupakan salah satu 

asas preferensi yang bermakna asas hukum yang menunjuk hukum mana yang 

lebih diberlakukan terlebih dahulu bila terjadi pada peristiwa hukum yang 

terkait atau melanggar beberapa peraturan.
13

 

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 definisi 

perceraian merupakan bentuk pemutus hubungan dari pasangan perkawinan 

                                                           
12 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga 

Muslim, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 52 
13 Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam 

Sistem Peradilan Pidana”, 504 
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yang suci sesuai keberlakuan regulasi hukum agama yang diyakini.
14

 

Perceraian bagi anggota TNI sesuai dengan agama yang diyakini semisal 

anggota TNI tersebut beragama Islam maka peraturan Islam melekat pada diri 

yang bersangkutan juga. Dikarenakan kedua peraturan yang memiliki 

prosedur yang berbeda bahwa kepegawaian Kementerian Pertahanan 

diwajibkan mendapatkan izin cerai dari pejabat yang berkuasa pada satuan 

sesuai dalam Pasal 12 ayat (1).
15

  

Regulasi mengenai perkawinan memiliki prinsip mempersulit 

terjadinya perceraian, ditambah lagi penegasan perihal praktik perceraian 

hanya bisa diterapkan di depan persidangan saja.
16

 Sama juga dengan hukum 

yang diterapkan dalam dunia militer dengan mempersulit terjadinya 

perceraian, bahkan penurunan atau pelepasan atas jabatan yang dipegang 

harus rela dilakukan sebagai hukuman yang telah ditetapkan karena TNI yang 

tidak mengikuti proses dari aturan perceraian di dalamnya seperti tidak 

mengelola surat izin cerai dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana syarat 

dan prosedur yang telah ditetapkan.
17

  

Dalam artian, hukum militer adalah bagian dari hukum, akan tetapi 

hukum militer tidak memiliki ruang dalam pembagian hukum secara 

                                                           
14 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 1 ayat (1) 
15 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) 
16 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia, 2007), Cet.5, 98 
17 Elvina Amanda, “Perceraian Tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan 

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 295/pdt.g/2019/MS-Bna)”, (Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020 M/1442 H), 1 
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konvensional yakni hukum privat dan hukum publik. Terdapat beberapa nilai 

pada hukum kemiliteran dalam segala hal aspek hukum sesuai keberlakuan di 

Indonesia dengan obyek berupa kehidupan militer. Maka dari itu, hukum 

militer ialah bagian yang memiliki ruang lingkup hukum khusus dari berbagai 

bidang hukum, karena hukum tersebut diberlakukan kepada militer dan 

angkatan perang saja.
18

  

Dalam pandangan hukum Islam, perceraian itu merupakan hak dari 

individu yang ingin melepas masa pernikahan dan tanggung jawab di 

dalamnya yang terdapat permasalahan yang tidak dapat diatasi kembali seperti 

dulu. Berpisah melalui perceraian yang mana keputusan yang benar-benar 

harus dipertimbangkan walaupun diperbolehkan namun Allah SWT., tidak 

menyukai tindakan tersebut. Dan dalam prosedur perceraiannya dengan suami 

menjatuhkan kata talak/cerai kepada istri dengan keadaan apapun itu dianggap 

sah oleh hukum Islam. Fiqh Islam yang digunakan di Indonesia ialah 

Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI yang mana sifat dari aturan ini 

umum bagi kalangan yang beragama Islam. 

Dalam KHI itu sendiri, prosedur atau tata cara perceraian terdapat 

aturan tersendiri sesuai dengan hukum Islam yang dilakukan di PA dalam 

melakukan putusan perceraian. Dan ketetapan yang dilakukan oleh hakim di 

PA tersebut telah sah atau legal di mata hukum. Namun tidak ada aturan 

mengenai surat izin cerai kepada Atasan atau Pejabat berwenang dalam 

prosedur perceraian. 

                                                           
18 Zulfah Rizal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Campuran dalam 

Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM)”, diakses 21 Februari, 2015, 

https://repository.upnvj.ac.id/2741/3/BAB%20I.pdf,  

https://repository.upnvj.ac.id/2741/3/BAB%20I.pdf
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Dengan demikian, dari Peraturan Menteri Pertahanan dan Kompilasi 

Hukum Islam memiliki aturan dan dasar hukumnya tersendiri. Dari kedua 

regulasi hukum yang memiliki sifat dasar yang berbeda akan tetapi berlaku 

bagi yang pihak yang terikat dengan keduanya karena hukum itu mengikat 

bagi negara Indonesia ini. Bahkan kedua regulasi hukum ini memiliki sanksi 

tersendiri bila salah satu unsur prosedur perceraiannya dihilangkan atau 

dilewati. Sehingga peneliti ingin meneliti mengenai keabsahan prosedur 

perceraian anggota TNI dari kedua regulasi hukum tersebut yang mana 

legalitas kedua regulasi hukum ini memiliki kedudukan yang penting dalam 

sistem hukum di Indonesia.  

Permasalahan dari penelitian tersebut, peneliti memiliki ketertarikan 

pada problematika yang telah dijelaskan di atas sehingga peneliti ingin 

meneliti dengan judul, “KEABSAHAN PROSEDUR PERCERAIAN 

ANGGOTA TNI MUSLIM DALAM PERATURAN MENTERI 

PERTAHANAN NOMOR 31 TAHUN 2017 DAN KOMPILASI HUKUM 

ISLAM”. 

B. Fokus Penelitian 

Penjelasan permasalahan yang dipaparkan menimbulkan pertanyaan 

terhadap peneliti, sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan 

Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017? 
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2. Bagaimana keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi 

Hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Upaya menemukan jawaban dari pertanyaan yang muncul bertujuan:  

1. Guna mengetahui dan memahami prosedur perceraian anggota TNI 

Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017. 

2. Guna mengetahui dan memahami keabsahan prosedur perceraian anggota 

TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 

dan Kompilasi Hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari tujuan penelitian dalam kepenulisan ini terdapat dua 

bentuk, yakni: 

1. Secara teoritis 

Terdapat pengharapan terhadap teoritis guna memperdalam ilmu 

intelektual, sebagai tambahan wawasan ilmu terhadap para pembaca 

terutama terhadap mahasiswa/i hukum dan akademik kemiliteran hingga 

akademis lainnya bahkan anggota TNI terutama Muslim. Serta penelitian 

terdapat pengharapan guna sebagai pelengkap karya ilmiah sebelumnya 

mengenai keabsahan prosedur perceraian bagi anggota TNI Muslim dalam 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi 

Hukum Islam. 
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2. Secara praktis 

Pengharapan pada hal praktis sebagai pedoman dan manfaat bagi 

peneliti itu sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

secara keilmuan mengenai keabsahan prosedur perceraian anggota TNI 

Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

E. Definisi Istilah 

Supaya dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam 

memahami makna dan maksud dari judul proposal penelitian ini, maka 

diperlukan penegasan beberapa peristilahan di dalamnya, yakni: 

1. Keabsahan  

Sebagaimana penjelasan dari Kamus Hukum bahwa keabsahan 

berarti to validate, to legalize, to ratify, to acknowledge yang berarti 

mengesahkan atau pengesahan dari suatu hal yang sama dengan makna 

bahasa yang lain seperti convalesceren, convalescentie.
19

 

2. Prosedur 

Istilah prosedur dalam KBBI adalah tahapan dalam sebuah 

kegiatan guna dapat melakukan penyelesaian dari kegiatan tersebut; cara 

untuk melakukan langkah demi langkah secara pasti guna dapat 

memecahkan suatu problematika.
20

 Prosedur atau tata cara merupakan 

serangkaian tindakan yang dikhususkan atau tindakan yang wajib 

dilakukan dengan metode serupa agar menghasilkan situasi yang serupa 

                                                           
19 Diakses 27 Februari, https://eprints.umm.ac.id/46152/3/BAB%20II.pdf 
20 Diakses 09 Februari, https://kbbi.web.id/prosedur 

https://eprints.umm.ac.id/46152/3/BAB%20II.pdf
https://kbbi.web.id/prosedur
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pula. Prosedur ini sebagai istilah untuk mengindikasikan sebuah rangkaian 

kegiatan, tugas, langkah, keputusan, perhitungan, dan proses dalam 

menjalankan serangkaian pekerjaan guna menghasilkan tujuan yang ingin 

dicapai atau sebuah akibat yang dapat berefek perubahan. 

3. Perceraian 

Bersumber dari KBBI perceraian bermakna perpisahan; perihal 

bercerai (antara suami istri); perpecahan.
21

 Perceraian ialah tindakan 

terbalik dari perkawinan dan tindakan akhir suatu perkawinan. Perceraian 

ialah mengakhiri tali perkawinan dari pasangan. Yang mana perbuatan 

tersebut dilakukan oleh pihak suami dengan mengucapkan kata talak 

kepada istri. Atau diucapkan didepan persidangan kepada hakim yang 

memutuskan perceraian yang mana keputusan hakim tersebut dijalankan 

dengan tata cara persidangan perceraian dari tahapan awal hingga akhir 

sampai Mahkamah Syar'iy (MS) dibuktikan dengan memberikan dokumen 

keputusan perceraian.  

4. Tentara Nasional Indonesia (TNI)  

TNI merupakan singkatan dari Tentara Nasional Indonesia yang 

mana merupakan nama untuk Angkatan bersenjara dari negara Indonesia 

yang awalnya terbentuk dengan nama TKR atau Tentara Keamanan 

Rakyat kemudian berganti nama menjadi TRI atau Tentara Republik 

Indonesia lalu berganti nama kembali menjadi ABRI atau Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia dan berakhir dengan nama TNI atau 

                                                           
21 Diakses 09 Februari, https://kbbi.web.id/cerai  

https://kbbi.web.id/cerai
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Tentara Negara Indonesia sebagai bentuk pemisahan antara militer dengan 

kepolisian.
22

  

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 

Regulasi hukum dalam Menteri Pertahanan memiliki perubahan 

terbaru menjadi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Pertahanan dengan pertimbangan untuk memenuhi 

kewajiban bertugas ditambah lagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian 

Pertahanan bertujuan untuk menghasilkan rumah tangga yang diinginkan 

setiap pasangan berkeluarga yakni kebahagiaan dan mendapatkan bukti 

pasti dari sebuah hukum yang legal tentang hak dan kewajiban pada 

kehidupan membina sebuah keluarga selamanya.
23

 

6. Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi bermakna sebuah gabungan dari segala aspek pendirian 

dan pendapat hukum yang dikembangkan melalui pemikiran yang telah 

dipilih dengan baik.
24

 Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan KHI 

ialah hukum yang diistilahkan sebagai fikih Indonesia yang dirancang 

untuk masyarakat terutama warga yang beragama Islam dengan 

mempertimbangkan dan melihat dari keadaan terbaru dan memang 

                                                           
22 Diakses 09 Februari, https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia 
23 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan, 1 
24 Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 

(Surabaya: Arloka, 1997), 35 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia
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diperlukan.
25

 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan 

pengembangan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dikarenakan di dalamnya banyak hal penjelasan mengenai Undang-

Undang Perkawinan sehingga prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sebagai acuan 

antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.
26

  

Dengan pengertian dari beberapa definisi istilah di atas, istilah 

judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yakni Keabsahan Prosedur 

Perceraian Anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan 

Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam adalah menjelaskan 

mengenai keabsahan prosedur perceraian TNI dari kedua regulasi hukum 

yang diangkat oleh peneliti yakni Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 

Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam yang mana memiliki dasar 

hukum dari peraturan perundang-undangan yang penting dalam sistem 

hukum di Indonesia. Sehingga kedua regulasi hukum ini memiliki 

kekuatan hukum dan bersifat mengikat terhadap yang bersangkutan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Supaya dalam penulisan skripsi lebih sistematis maka sangat 

diperlukan penyusunan sistematika kepenulisan yang benar dan rapi sehingga 

akan membentuk suatu karya tulis ilmiah yang sesuai dengan ketentuan 

                                                           
25 Heru Susetyo, “Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam”, diakses 27 

Februari, 2021, https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-

hukum-islam-lt6124e4100b854 
26 Inayatul Anisah, Buku Ajar Hukum Perdata Islam di Indonesia I, (Jember: STAIN 

Jember, 2000), 18-19 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854
https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854
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kepenulisan skripsi. Dengan demikian, peneliti menyusun skripsi ini dengan 

sistematika kepenulisan, sebagai berikut: 

BAB I pendahukuan: Bab ini berisi mengenai bab pendahuluan yang 

memiliki beberapa subbab antara lain memuat latar belakang masalah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan. Yang memiliki fungsi sebagai awal untuk 

memperoleh gambaran umum terhadap pembahasan yang akan dituju dalam 

skripsi. 

BAB II: Bab ini berisi mengenai bab kajian pustaka yang memiliki 2 

(dua) subbab yakni memuat penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam 

penelitian terdahulu akan menjelaskan mengenai beberapa referensi atau 

acuan sebagai penginformasian dasar penelitian yang akan dilaksanakan oleh 

peneliti yang kemudian dijadikan pembeda dari peneliti sebelumnya sebagai 

penelitian yang mempunyai nilai baru dalam karya ilmiah. Sedangkan, kajian 

teori akan menjelaskan mengenai teori-teori dari judul penelitian yang 

diangkat yang bertujuan memberikan informasi materi dalam penelitian 

skripsi tersebut sebagai penyelesaian permasalahan yang diteliti. 

BAB III: Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan 

oleh peneliti selama proses pembuatan skripsi berlangsung. Pembahasan pada 

bab ini akan dijabarkan metode penelitian untuk mengolah dan 

mengumpulkan bagan hukum yang akan digunakan agar pembaca memahami 

dalam urutan pembahasan yang digunakan dalam skripsi ini. Urutan 

pembahasan metode penelitian ini, ialah: jenis dan pendekatan penelitian, 
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sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan 

analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian normatif. 

BAB IV: Bab ini berisi mengenai pembahasan yang akan memuat 

beberapa subbab yang akan menjelaskan seputar judul penelitian yang 

diangkat. Pembahasan tersebut akan dijabarkan secara menyeluruh menurut 

pemahaman peneliti, meliputi prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan keabsahan kedua 

hukum mengenai prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan 

Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam. 

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai bab 

penutup seperti kesimpulan dan saran perihal permasalahan yang diangkat dan 

akan terjawab solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.  

Pada akhir halaman skripsi ini akan dicantumkan daftar pustaka 

sebagai rujukan dari referensi-referensi yang diambil dalam penyusunan 

skripsi ini supaya menjamin kekonkritan dan transparansi bahan hukum dari 

peneliti. Dicantumkan juga biodata peneliti sebagai pengenalan dari peneliti 

yang telah mengerjakan skripsi ini hingga selesai. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Mengenai referensi yang dijadikan patokan dasar bagi peneliti guna 

menemukan pandangan yang signifikan terhadap penelitian antara lain:  

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Vanesya Ayu Dya yang berjudul 

“Mekanisme Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau dari Hukum Keluarga 

Islam” yang merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 

2020 di UIN Raden Fatah Palembang. Vanesya Ayu Dya mengangkat judul 

penelitian skripsinya dengan 2 topik permasalahan, yakni: 1). Menggunakan 

mekanisme seperti apa untuk melakukan perceraian pada Anggota TNI-AD 

menurut keputusan Kasad nomor 496 tahun 2015 tentang peraturan 

perkawinan, perceraian, dan rujuk anggota TNI-AD? 2). Seperti apa tinjauan 

hukum keluarga Islam dari mekanisme perceraian anggota TNI-AD menurut 

keputusan Kasad nomor 496 tahun 2015 tentang peraturan perkawinan, 

perceraian, dan rujuk anggota TNI-AD?
27

 Skripsi ini memberikan gambaran 

tentang mekanisme perceraian Anggota TNI-AD bagi seluruh rakyat yang 

memiliki integritas sebagai abdi negara termasuk istri anggota TNI-AD yang 

masih belum memiliki pemahaman perihal cara pengajuan gugat cerai 

terhadap lembaga dinas dari suami, bahkan kebanyakan istri anggota TNI-AD 

sering melakukan bentuk pelanggaran dari regulasi hukum atas lembaga dinas 

                                                           
27 Vanesya Ayu Dya, “Izin Atasan TNI sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam 

Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)”. (Skripsi. Institut 

Agama Islam Negeri Bengkulu), 5 
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suami yang telah dibuat. Cara menerapkan regulasi hukum tersebut dengan 

langsung melakukan pengajuan gugat cerai ke PA dengan tidak melakukan 

pengajuan permohonan izin cerai dahulu kepada atasan yang berhak 

mengizinkan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui tata cara bentuk 

pengajuan perceraian terhadap anggota TNI-AD dan mengetahui tinjauan 

Hukum Keluarga Islam dengan tata cara perceraian anggota TNI-AD. Hasil 

peneliian tersebut memperoleh pemahaman bahwasanya izin kepada atasan di 

tempat dinas suami yang memiliki fungsi sebagai mediasi ganda sebelum 

mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam penelitian skripsi antara 

peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terdapat persamaan dan perbedaan. 

Persamaan dari keduanya ialah peneliti sama-sama meneliti mengenai 

mekanisme/prosedur perceraian anggota TNI dengan melalui izin kepada 

atasan atau pejabat yang berwenang. Perbedaan dari keduanya, bahwa peneliti 

yang sekarang akan membahas mengenai keabsahan dari prosedur perceraian 

TNI Muslim dalam PERMENHAN terbaru sekarang dan Kompilasi Hukum 

Islam sedangkan peneliti terdahulu hanya membahas mekanisme perceraian 

anggota TNI ditinjau dari hukum keluarga Islam saja.  

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis terhadap Perceraian Anggota 

Militer Tanpa Izin dari Atasan dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo 

Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit” ditulis oleh Muhamad Farid Noviawan yang 

merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dari IAIN Jember pada tahun 2021. 

Muhamad Farid Noviawan ini mengangkat 3 topik permasalahan, ialah: 1). 

Permohonan cerai Anggota Militer tanpa izin atasan dalam putusan 
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Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit memiliki 

duduk perkara seperti apa? 2). Dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo 

Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit memiliki pertimbangan hukum hakim (ratio 

decedendi) seperti apa?. 3). Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/PA.Sit terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Ijin 

Atasan memiliki akibat hukum seperti apa?
 28

 Muhamad Farid Noviawan ini 

menjelaskan dalam skripsinya bahwa putusan Pengadilan Agama Situbondo 

Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit, yang mewujudkan dengan hasil putusan 

kabul dari permohonan perceraian oleh anggota TNI di Pengadilan Agama 

Situbondo yang mana anggota TNI tersebut tidak mencantumkan surat izin 

dari atasan. Dengan demikian, dalam pertimbangan hukum hakim tersebut 

tentu sudah memiliki dasar hukum mengabulkan permohonan tersebut karena 

pada dasarnya dalam peraturan TNI apabila ingin bercerai maka harus 

menyertakan surat izin cerai kepada atasan. Namun, guna subyek hukum 

terlindungi dengan adanya regulasi hukum yang ada supaya secara lahir batin 

tidak merasa tersakiti. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk 

mengetahui duduk perkara permasalahan cerai dalam putusan Pengadilan 

Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit, pembagian hukum dari 

Hakim yang berdasarkan atas konsep dan asas kewenangan hakim dari sisi 

sosiologis maupun psikologis serta akibat hukum atas putusan yang didapakan 

oleh anggota TNI tersebut. Terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua 

penelitian ini ialah persamaan terletak pada topik pembahasan mengenai 

                                                           
28 Muhamad Farid, “Analisis terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin dari Atasan 

dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit”. (Skripsi. Institut 

Agama Islam Negeri Jember), 5 



 
 

 

20 

perceraian anggota TNI dalam prosedurnya dengan dasar izin cerai kepada 

atasan. Sedangkan, perbedaan terletak pada obyek penelitian ialah penelii 

terdahulu lebih mengarah pada analisis putusan PA Situbondo sedangkan 

peneliti sekarang membahas mengenai keabsahan prosedur perceraian anggota 

TNI Muslim dalam PERMENHAN terbaru sekarang dan Kompilasi Hukum 

Islam.  

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Cahaya Putri yang berjudul 

“Izin Atasan TNI Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Dalam Perspektif 

Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)” 

merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada tahun 2021 

yang mengangkat 2 topik permasalahan, yakni: 1). Dalam proses perceraian 

anggota Tentara Nasional Indonesia memiliki tata pelaksanaan izin cerai 

seperti apa? 2). Pelaksanaan izin atasan dalam proses perceraian bagi anggota 

Tentara Nasional Indonesia di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau ditinjau dari 

Maslahah Mursalah seperti apa?
 29

 Skripsi ini menjelaskan bahwasanya izin 

perceraian terhadap atasan sebagai persyaratan untuk mengajukan gugatan 

perceraian di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau sesuai dengan dengan regulasi 

dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan. Anggota TNI yang akan 

bercerai diwajibkan melaksanakan pengajuan permohonan izin perceraian 

terlebih dahulu kepada komandan yang berhak di satuan.
30

 Izin cerai kepada 

komandan TNI telah diatur dalam Peraturan Panglima (PERPANG) yang 

                                                           
29 Dewi Ayu Cahaya Putri, “Izin Atasan TNI sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam 

Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)”, (Skripsi, Institut 

Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021 M/1442 H), 20 
30 Dewi Ayu Cahaya Putri, “Izin Atasan TNI sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam 

Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)”, vi 
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wajib dipatuhi setiap anggota dan akan mendapatkan hukuman apabila 

melanggar aturan yang berlaku di kesatuan masing-masing. Dalam pandangan 

maslahah mursalah bahwa izin atasan TNI mengenai proses perceraian 

menimbulkan hal yang berfaedah dan menolak hal yang tidak berfaedah, 

sebab apabila anggota TNI tersebut tidak bisa melakukan penyelesaian dalam 

problematika kehidupan berkeluarga secara individual maka komandan 

memiliki urgensi dalam mengarahkan kebenaran pada problematika tersebut.
31

 

Terdapat persamaan dan perbedaan terhadap kedua penelitian peneliti tersebut. 

Persamaannya terdapat pada tema yakni perceraian anggota TNI berupa izin 

kepada atasan yang berwenang. Sedangkan, perbedaan dari keduanya terletak 

pada dasar hukum yang digunakan, yakni peneliti terdahulu menggunakan 

peraturan panglima (PERPANG) dan perspektif Maslahah Mursalah 

melainkan peneliti sekarang ingin meneliti perihal keabsahan prosedur 

perceraian dalam PERMENHAN terbaru sekarang dan Kompilasi Hukum 

Islam. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Agnes Sirait yang berjudul 

“Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI 

(Penelitian di Kodim I/BB Medan)” merupakan Mahasiswa dari Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2022 yang memiliki 3 fokus 

permasalahan, yakni: 1). Anggota TNI aktif dalam peraturan perundang-

undangan Indonesia di lingkungan Kodam I/BB Medan memiliki aturan tata 

cara perceraian seperti apa? 2). Hambatan apa dalam penggunaan izin yang 

                                                           
31 Dewi Ayu Cahaya Putri, “Izin Atasan TNI sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam 

Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)”, vi 
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ditetapkan oleh regulasi hukum yang ada terhadap perceraian anggota TNI di 

lingkungan Kodam I/BB Medan? 3). Aturan perceraian tanpa izin bagi 

anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan dalam menyelesaikan 

perceraian tersebut dengan cara seperti apa? Skripsi ini menjelaskan bahwa 

proses perceraian bagi anggota TNI aktif di lingkungan Kodam I/BB Medan 

tetap tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tempat proses perceraian bagi 

seorang Muslim dilaksanakan di PA sebaliknya bagi Non-Muslim 

dilaksanakan di PN dan harus disertai dengan surat permohonan izin 

perceraian dari atasan yaitu Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) dahulu di 

Bintaljarahdam I/BB Medan sehingga dapat menghambat prosedur dalam 

memberikan perizinan dari atasan di lingkungan Kodam I/BB Medan yang 

terletak pada masa waktu yang panjang ditambah lagi tidak hadirnya pihak-

pihak yang bercerai saat proses mediasi dilakukan, maka penyelesaian bagi 

perceraian tanpa izin atasan tersebut tetap mendapatkan hukuman meskipun 

telah dikeluarkan akta cerai juga surat izin cerai untuk pihak yang 

bersangkutan. Terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian 

hukum ini. Persamaannya ialah kedua penelitian hukum ini membahas 

mengenai proses perceraian anggota TNI Perbedaan dari kedua penelitian 

hukum ini terletak pada fokus penelitian hukum bahwa Agnes lebih 

membahas proses perceraian anggota TNI yang disertai dengan surat 

permohonan perizinan untuk bercerai dari atasan yang memiliki hambatan 

dalam pemberian waktu izin cerai yang berkepanjangan serta penyelesaian 
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cerai TNI yang tidak melakukan perizinan akan tetap diberikan surat izin cerai 

namun disertai dengan pemberian hukuman kepada anggota yang melanggar 

peraturan di lingkungan Kodam I/BB Medan. Sedangkan, untuk peneliti 

sekarang lebih membahas mengenai keabsahan prosedur perceraian dalam 

PERMENHAN terbaru sekarang yang memiliki prosedur perceraian dan 

sanksi tertentu bagi yang melanggar regulasi tersebut dan KHI yang memiliki 

aturan tersendiri juga.
32

 

Kelima, tesis yang ditulis oleh Tasbit Al Jauhari yang berjudul 

“Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer dalam Ijin Perkawinan 

Perceraian dan Rujuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia” merupakan 

Mahasiswa Strata 2 (dua) dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma 

Surabaya pada tahun 2020. Tesis ini mengangkat 2 pokok permasalahan, 

yakni: 1). Seperti apa tata cara atau aturan perkawinan dan cerai bagi Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia? 2). Seperti apa bentuk penyelesaian sengketa tata 

usaha militer dalam ijin perkawinan dan perceraian Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia? Tesis ini menyimpulkan bahwa proses perkawinan dan perceraian 

bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia telah diatur dalam Peraturan 

Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014. Namun, dalam beberapa problematika 

yang terangkat bahwa banyak Prajurit yang merasa mendapatkan sikap yang 

menyeleweng terhadap prosedur yang jelas dari komandan atau atasannya, 

seperti perkawinan, cerai dan rujuk bagi Prajurit. Maka sering terjadi 

hambatan dalam proses administrasi bahkan terkesan mengkebiri hak 

                                                           
32

 Agnes Sirait, “Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan bagi Anggota 

TNI (Penelituan di Kodim I/BB Medan)”, (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022) 
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konstitusi yang cenderung memakan waktu yang sangat lama bahkan dapat 

dibatalkan hingga menimbulkan permasalahan yang baru. Terdapat persamaan 

dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang. 

Persamaannya ialah membahas mengenai tata cara perceraian Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia (TNI). Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada 

peraturan topik sentral kedua judul penelitian. Peneliti sebelumnya membahas 

mengenai perkawinan dan perceraian prajurit Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) dan berupa penyelesaian problematika dari tata usaha militer dalam izin 

perkawinan dan perceraian dengan menggunakan Peraturan Panglima TNI 

Nomor 50 Tahun 2014. Sedangkan, peneliti sekarang lebih membahas 

keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam PERMENHAN 

terbaru sekarang dan Kompilasi Hukum Islam.
33

 

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan dari Penelitian terdahulu 

No. Judul Persamaan Perbedaan 

1. Mekanisme Perceraian 

Anggota TNI-AD 

Ditinjau dari Hukum 

Keluarga Islam 

Menjelaskan penelitian 

mengenai 

mekanisme/prosedur 

perceraian anggota TNI 

dengan melalui izin kepada 

atasan atau pejabat yang 

berwenang. 

Peneliti sekarang akan membahas 

mengenai keabsahan dari prosedur 

perceraian TNI Muslim dari 

PERMENHAN terbaru sekarang dan 

Kompilasi Hukum Islam sedangkan 

peneliti terdahulu hanya membahas 

mekanisme perceraian anggota TNI 

ditinjau dari hukum keluarga Islam. 

2. Analisis terhadap 

Perceraian Anggota 

Militer Tanpa Izin dari 

Atasan dalam Putusan 

Pengadilan Agama 

Situbondo Nomor 

0334/Pdt.G/2020/Pa.Sit 

Menjelaskan topik 

pembahasan mengenai 

perceraian anggota TNI 

dalam prosedurnya dengan 

dasar izin cerai kepada 

atasan. 

Penelii terdahulu lebih mengarah 

pada analisis putusan PA Situbondo 

sedangkan peneliti sekarang 

membahas mengenai keabsahan 

prosedur perceraian anggota TNI 

Muslim dalam PERMENHAN 

terbaru sekarang dan Kompilasi 

                                                           
33 Tasbit Al Jauhari, “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer dalam Ijin Perkawinan 

Perceraian dan Rujuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia”, (Tesis, Universitas Wijaya Kusuma 

Surabaya, 2020) 



 
 

 

25 

Hukum Islam.. 

3. Izin Atasan TNI 

sebagai Syarat Gugatan 

Perceraian dalam 

Perspektif Maslahah 

Mursalah (Studi Kasus 

Kodim 0406/Mura 

Lubuklinggau) 

Menjelaskan tema yakni 

perceraian anggota TNI 

berupa izin kepada atasan 

yang berwenang. 

Menjelaskan dasar hukum yang 

digunakan, yakni peneliti terdahulu 

menggunakan peraturan panglima 

(PERPANG) dan perspektif 

Maslahah Mursalah melainkan 

peneliti sekarang menggunakan 

PERMENHAN terbaru sekarang dan 

Kompilasi Hukum Islam dalam 

menejelaskan keabsahan prosedur 

perceraian dari kedua hukum 

tersebut. 

4. Analisis Hukum 

Terhadap Perceraian 

Tanpa Izin Atasan bagi 

Anggota TNI 

(Penelitian di Kodim 

I/BB Medan) 

Kedua penelitian hukum ini 

membahas mengenai proses 

perceraian anggota TNI. 

Kedua penelitian berbeda dalam 

fokus penelitian, peneliti sebelumnya 

lebih membahas proses perceraian 

anggota TNI yang menghambat 

prosedur dan pelanggaran peraturan 

di lingkungan Kodam I/BB Medan. 

Sedangkan, untuk peneliti sekarang 

lebih membahas mengenai keabsahan 

prosedur perceraian dalam 

PERMENHAN terbaru sekarang dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

5. Penyelesaian Sengketa 

Tata Usaha Militer 

dalam Ijin Perkawinan 

Perceraian dan Rujuk 

Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia 

Kedua peneliti membahas 

mengenai tata cara 

perceraian Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) 

Perbedaan terletak pada topik sentral 

judul penelitian yang mana peneliti 

sebelumnya membahas mengenai 

perkawinan dan perceraian prajurit 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

dan penyelesaian problematika dari 

tata usaha militer dalam izin 

perkawinan dan perceraian dengan 

menggunakan Peraturan Panglima 

TNI Nomor 50 Tahun 2014. 

Sedangkan, peneliti sekarang lebih 

membahas mengenai keabsahan 

prosedur perceraian anggota TNI 

Muslim dalam PERMENHAN 

terbaru sekarang dan Kompilasi 

Hukum Islam. 
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B. Kajian Teori 

1. Hukum Privat atau Perdata 

Hukum privat atau perdata merupakan segala regulasi hukum yang 

menetapkan tentang interaksi per individual. Hukum privat ini juga dapat 

disebutkan dengan hukum perdata atau hukum sipil yang berlawanan 

dengan hukum publik. Regulasi terhadap publik ini menetapkan perihal 

yang berkesinambungan terhadap negara dan kepentingan umum 

sedangkan hukum perdata mengatur suatu hubungan masyarakat dalam 

keseharian.
34

 

Ketentuan-ketentuan hukum perdata material mengatur mengenai 

kepentingan perseorangan atau individu seperti: 

a. Hukum pribadi (personenrecht) ialah hukum yang ketentuannya diatur 

mengenai hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan kategori 

ketetapan yang berlaku. 

b. Hukum keluarga (familierecht) ialah ketetapan yang diatur mengenai 

hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom yang 

terikat dengan pekawinan yang suci dengan berbagai akibat 

hukumnya. 

c. Hukum kekayaan (vermogensrecht) ialah ketetapan yang diatur 

mengenai hak-hak perolehan dari individu yang berhubungan dengan 

individu lainnya yang memiliki nilai uang. 

                                                           
34 Muhammad Fadhil Nasli, “Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat”, Artikel, 10 
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d. Hukum waris (erfrecht) ialah ketetapan yang diatur mengenai cara 

dipindahnya hak kepemilikan atas individu yang telah wafat kepada 

individu sebagai pewaris yang memiliki hak untuk mendapatkannya.
35

 

Adapun perceraian masuk dalam jenis hukum keluarga dalam 

ruang lingkup perkawinan. Dalam regulasi perkawinan Tahun 1974 dalam 

Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan itu ialah suatu ikatan suci antara 

pria dan wanita dalam membina keluarga namun bisa dimungkinkan tidak 

abadi. Baik sengaja ataupun tidak sengaja hubungan dapat terjadi putus 

hubungan karena suatu hal yang mengganggu keberlangsungan hubungan 

tersebut. Putus hubungan atas perkawinan dikarenakan salah satu dari 

penyebab: pertama, wafatnya salah seorang atau keduanya; kedua, 

perceraian; dan ketiga, putusan dari pengadilan.
36 

2. Hukum Militer 

Istilah militer berasal dari kata Yunani miles yang bermakna 

seorang warrior yakni seseorang yang siap melakukan pertempuran, maka 

dalam artian orang-orang yang bertugas untuk berperang. Dari pengertian 

dari kata militer ialah seseorang yang diberi senjata, yang artinya 

seseorang yang memiliki perihal yang khusus yang mana terdapat 

perbedaan dengan orang lain yang belum tentu mempunyai keahlian dalam 

hal pertempuran di medan perang yang tentunya menyerahkan hidup 

matinya untuk negara. 

                                                           
35 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, (Bandung: PT Raja 

Grafindo Persada, 2008), 149 
36 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, 158-159 
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Korelasi kata militer dengan kata hukum diartikan sebagai suatu 

hal yang berkaitan dengan ketentuan yang berpedoman dengan 

argumentasi hukum tertinggi dari kehidupan alamiah yang mengatur 

mengenai: 

a. Penunjukkan dan kedudukan dari orang-orang yang ditugaskan untuk 

berperang. 

b. Perilaku dari militer. 

c. Pemenuhan suatu wewenang, hak dan kewajiban dalam bertugas.
37

  

Dengan demikian, hukum militer ialah salah satu bagian dari 

hukum namun hukum militer tidak memiliki tempat dalam pembagian 

klasik tentang hukum yang terbagi dalam hukum privat dan hukum publik. 

Hukum militer terdiri dari norma hukum dalam berbagai bidang hukum 

yang diterapkan di Indonesia dengan obyek fokusnya ialah dunia militer. 

Maka, hukum militer ialah hukum yang dikhususkan dari berbagai bidang 

hukum yang berlaku pada hal militer dan angkatan perang saja.
38

 Sehingga 

dalam hal keperdataan juga diatur dalam peraturan-peraturan yang telah 

dirancang dan ditetapkan oleh pihak militer yang sesuai dengan prosedural 

kehidupan militer tersebut. 

  

                                                           
37 Rizal, Zulfah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Campuran dalam 

Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM)”, diakses 21 Februari, 2015. 

https://repository.upnvj.ac.id/2741/3/BAB%20I.pdf  
38 Rizal, Zulfah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Campuran dalam 

Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM)”, diakses 21 Februari, 2015. 

https://repository.upnvj.ac.id/2741/3/BAB%20I.pdf 

https://repository.upnvj.ac.id/2741/3/BAB%20I.pdf
https://repository.upnvj.ac.id/2741/3/BAB%20I.pdf
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3. Hukum Islam 

Hukum Islam ialah bentuk qawaid yang berdasarkan dari wahyu 

Allah SWT dan Sunnah Rasulullah mengenai perilaku seseorang yang 

dikatakan telah mendapatkan beban kewajiban yang mengakui serta 

meyakini bahwa telah terikat bagi pemeluk yang menganut agama Islam.
39

 

Hukum Islam bukan saja sebuah teori namun sebagai aturan guna 

diterapkannya ke dalam kehidupan manusia. Sebab banyak hal yang dapat 

menjadi permasalahan, yang mana dalam aspek keagamaan sering 

menjadikan kecenderungan yang berbeda dalam pemikiran. Maka dari itu, 

dibutuhkan sumber hukum Islam sebagai solusinya, antara lain: 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an merupakan dasar hukum Islam yang pertama dan 

sebagai kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir melalui Malaikat 

Jibril. Ayat-ayat Al-Qur’an ini dijadikan dasar utama dalam 

melakukan penetapan suatu syariat karena yang berisikan perintah, 

larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya.  

b. Al-Hadis 

Al-Hadis nerupakan sumber hukum Islam yang kedua, ialah 

segala sesuatu yang berlandaskan atas perkataan, perilaku, diamnya 

dari Nabi Muhammad SAW yang berisikan mengenai aturan-aturan 

                                                           
39 Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokraso dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah, 2017, 

17(2): 24  
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yang terperinci dari segala aturan yang masih global (umum) dalam 

Al-Qur’an. 

c. Ijma’ 

Ijma’ ialah sumber hukum Islam yang ketiga yang mana 

kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa seperti masa 

sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi’ut tabiin (setelah tabiin), 

setelah zaman Rasulullah karena sebuah permasalahan. 

d. Qiyas  

Qiyas ialah sumber hukum Islam yang keempat bermakna 

penjelasan suatu hal yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur’an 

ataupun Hadis dengan cara perbandingan dari suatu hal dengan suatu 

hal yang sama yang akan diketahui hukumnya.
40

  

Hal yang di atas merupakan hakikat atas hukum Islam itu sendiri. 

Di Indonesia hukum Islam bisa disebut dengan hukum perdata Islam yang 

berkekuatan hukum dari aturan Islam itu sendiri. Maka setidaknya ada 

empat pokok pemikiran hukum Islam yang telah berlaku dan berkembang 

di Indonesia, yakni fiqh, fatwa ulama maupun hakim, keputusan 

pengadilan, dan perundang-undangan.
41

 Perundang-undangan yang 

digunakan di Indonesia dalam ruang lingkup hukum Islam ialah Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 

atau disingkat dengan KHI. 

  

                                                           
40 Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokraso dan Hak Asasi Manusia”, 25 
41 Inayatul Anisah, Buku Ajar Hukum Perdata Islam di Indonesia I, 12-13 
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4. Asas lex specialis derogate legi generali 

Asas lex specialis derogate legi generali yang berarti hukum 

khusus yang akan mengesamoingkan hukum yang bersifat umum yang 

merupakan salah satu asas preferensi yang bermakna asas hukum yang 

menunjuk hukum mana yang lebih diberlakukan terlebih dahulu bila 

terjadi pada peristiwa hukum yang terkait atau melanggar beberapa 

peraturan.
 42

 Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan asas ini ialah: 

a. Rangkaian ketentuan yang tertuang dalam aturan hukum yang 

memiliki sifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara 

khusus dalam aturan hukum yang memiliki sifat khusus tersebut. 

b. Rangkaian ketentuan lex specialis harus dalam suatu tingkatan atau 

hierarki yang sama dengan rangkaian ketentuan lex generalis, 

contohnya UU dengan UU. 

c. Rangkaian ketentuan lex specialis harus berada dalam ruang lingkup 

hukum yang sama dengan lex generalis. Contohnya, KUH Perdata dan 

KUH Dagang yang sama-sama membahas peraturan pada ruang 

lingkup keperdataan.
43

 

5. Perceraian 

a. Definisi Perceraian 

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga dari 

putusnya perkawinan dengan penyebab yang berbeda-beda meskipun 

                                                           
42 Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam 

Sistem Peradilan Pidana”, MMH, Jilid 44, No.4. 2013, 504 
43 Diakses 27 Februari, https://eprints.umm.ac.id/46152/3/BAB%20II.pdf  

https://eprints.umm.ac.id/46152/3/BAB%20II.pdf
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tujuan perkawinan bukan perceraian namun perceraian merupakan 

sunnatullah.
44

 Sedangkan menurut hukum Islam mengenai perceraian 

disebut dengan thalaq, adalah melepaskan atau meninggalkan.
45

 

Perceraian menurut pandangan Subekti menjelaskan bahwa penetapan 

hakim atau gugat cerai dari salah seorang atau kedua pasangan 

perkawinan tersebut sebagai bentuk terhapusnya perkawinan.  

Sehingga, pandangan di atas memiliki penjelasan bahwa 

perkawinan dapat terhapus baik itu dari penetapan hakim maupun 

gugat cerai dari suami atau istri. Dengan adanya perceraian ini 

perkawinan antara suami dan istri menjadi putus perkawinan, akan 

tetapi menurut pandangan Subekti tidak menjelaskan makna perceraian 

itu dengan kematian atau cerai mati sebagai penghapusan 

perkawinan.
46

 

b. Dasar Hukum Perceraian 

Hukum merupakan suatu wadah institusional yang relatif 

independen melalui pemikiran dan dikeluarkan dalam aksi sosial serta 

politik yang secara langsung dari budaya, sosial, dan profesioanlitas 

untuk mengemban dan mempertahankan tersebut oleh para ahli hukum 

ilmuwan hukum, pendeta, ulama, praktisi hukum, penasehat hukum, 

                                                           
44 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga 

Muslim, 49 
45 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga 

Muslim, 58 
46 Frans Simangunsong, “Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan 

Menhankam No.Kep/01/I/1980”, Jurnal Ratu Adil. 2014. 3(1), 3 
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pejabat administrasi, dan para hakim yang bermacam-macam kasus.
47

 

Maka hal tersebut akan dituangkan dalam bentuk tulisan yakni berupa 

undang-undang dan peraturan lainnya yang dibentuk sebagai dasar 

hukum bagi kehidupan masyarakat di dalam suatu negara.  

Dasar hukum mengenai talak/perceraian terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang 

Putusnya Perkawinan serta akibatnya dari Pasal 38 sampai Pasal 41 

dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XVI tentang 

Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Umum dari Pasal 113 sampai 

Pasal 116.    

c. Penyebab Perceraian 

Menurut KUHPerdata perkawinan dapat dikatakan bubar yang 

penyebabnya dari wafat salah satu atau keduanya, tidak hadirnya 

suami atau istri dalam jangka waktu 10 tahun dengan bersamaan 

perkawinan baru istri ataupun suami, penetapan hakim sesudah pisah 

meja dan ranjang serta telah terdaftar yang tertuliskan di catatan sipil 

dan karena perceraian.
48

 Landasan utama berakibat perceraian sebagai 

berikut: 

1) Melakukan hubungan intim selain dengan pasangan 

perkawinannya. 

2) Meninggalkan kediaman dengan niat yang jelek. 

                                                           
47 Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber, 

(Depok: Pustaka Radja, 2022) 22 
48 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 

199 
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3) Mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang 

lebih berat lagi setelah dilaksanakannya perkawinan. 

4) Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh 

salah seorang pasangan tanpa memiliki rasa bersalah sehingga 

dapat membahayakan keselamatan jiwa ataupun raga yang 

berbekas.
49

 

Dalam sistem ketentuan hukum keluarga di negara-negara 

Barat, salah bentuk implementasinya dalam penyebab perceraian yaitu 

percecokan yang tidak berhenti memiliki pengaruh mengenai tingginya 

angka perceraian yang terjadi di negara-negara Barat tersebut. Sebagai 

pembelajaran atas pengalaman itu maka hal tersebut diadopsi sama 

halnya dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang 

Perkawinan bahwa tidak ada jaminan berupa tindakan guna 

mempertahankan ikatan perkawinan yang legal di mata hukum bagi 

masyarakat Indonesia
50

, kemudian diulangi kembali dalam Pasal 19 PP 

No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya.
51

  

Menurut hukum Islam perkawinan dapat dikatakan putus 

disebabkan wafat dari salah seorang atau keduanya dan perceraiian 

(thalak, khulu’, fasakh, akibat syiqaq dan pelanggaran ta’lik talak). 

Talak terjadi dengan cara penjatuhan kata talak oleh suami kepada istri 

                                                           
49 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum 

Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Cet.III, 149-150 
50 Taufqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra 

Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, 205 
51 Riduan Syahrani, Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: PT 

Media Sarana Press, 1986), 51 
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baik itu talak satu, talak dua, dan talak tiga secara lisan atau tertulis 

dan jangan dibuat mainan dikarenakan apabila sampai terucap kata 

talak atau cerai meskipun bercanda bahkan marah, maka dapat 

diartikan sebagai penjatuhan talak satu kepada istri, demikian 

penadapat sebagian ulama. Meskipun menurut mazhab Maliki dan 

Hambali talak seperti itu tidak sah. Namun, tetap saja jangan dijadikan 

bahan pembicaraan kepada istri.
52

 

d. Bentuk dan Jenis Perceraian 

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia dapat ditinjau dari 

teknis administratif di Indonesia yang harus di depan persidangan yang 

berkaitan dengan usaha berhasilnya perdamaian atau tidak dari kedua 

belah pihak sebagaimana dalam hukum acara di PA Pasal 65 jo. Pasal 

115 KHI dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Adapun bentuk dan jenis perceraian dibedakan menjadi 2 bagian, 

sebagai berikut: 

1) Cerai Talak (Permohonan) 

Dalam Pasal 66 ayat (1) dalam hukum acara di Pa Nomor 7 

Tahun 1989 menjelaskan bahwa suami beragama Islam yang 

hendak bercerai dengan istrinya melalui pengajuan permohonan di 

PA guna talak yang terucap di persidangan legal di mata hukum.
53

 

2) Cerai Gugat 

                                                           
52 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum 

Adat, Hukum Agama, 152 
53 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi), 

245-246 
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Pada Bab I tentang Ketentuan Umum huruf i dijelaskan 

cerai gugat atau dapat disebut sebagai khulu’ (istilah dalam hukum 

Islam) merupakan keinginan istri untuk mengajukan perceraian 

dengan syarat suami menyetujui untuk memberikan tebusan atau 

iwadl kepada istri
54

 

e. Akibat Perceraian 

Menurut regulasi hukum di Indonesia baik secara agama Islam 

maupun negara menerangkan bahwa perceraian yang timbul dalam 

pasangan perkawinan bukan sebagai pemutus ikatan perkawinan saja, 

namun menimbulkan beberapa akibat seperti pembagian harta bersama 

(gemenshap0 dan hak pengurusan anak (hadlanah).
55

 

f. Prosedur Perceraian 

Dalam prosedur perceraian menurut KUHPerdata terdapat 

dalam Pasal 216 sampai Pasal 221, dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab 

V Pasal 16 sampai Pasal 36 serta dalam Kompilasi Hukum Islam pada 

Bagian Kedua Pasal 129 sampai Pasal 148. Ditambah lagi dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 jo. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

                                                           
54 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi), 

249 
55 AA Saputera, diakses 20 Februari, http://etheses.uin-

malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf 

http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf
http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf
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dan Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 TAHUN 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

Peraturan-peraturan tersebut menjelaskan mengenai tata cara 

perceraian yang mana pada umumnya suami menjatuhkan kata talak 

atau cerai bagi muslim dan mengajukan permohonan cerai ke 

Pengadilan Agama yang kemudian harus memenuhi pesyaratan 

administrasi hingga putusan hakim diambil di depan pengadilan. 

Dalam memenuhi persyaratan administrasi tersebut tidak memberatkan 

Penggugat maupun Tergugat, maka bisa dikatakan masih dalam ranah 

umum. Selain suami, istri juga dapat mengajukan perceraian, istilah 

hukum Islamnya ialah khulu’, sedangkan dalam perdata (umumnya) 

cerai gugat. 

6. Prosedur Perceraian Anggota TNI dalam Peraturan Menteri Pertahanan 

Nomor 31 Tahun 2017 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 merupakan 

perubahan dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 

perubahan dari Keputusan Menhankam No. Kep/01/I/1980 Tentang 

Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi anggota ABRI/TNI sesuai dengan 
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ketetapan agama yang diyakini oleh keduanya serta keberlakuan regulasi 

hukum peraturan.
56

 

Sebagai anggota TNI atau Pegawai Kementerian Pertahanan harus 

menaati peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Terkait dengan alasan 

anggota TNI atau Pegawai Kementerian Pertahanan dapat melaksanakan 

perceraian apabila: 

a. Pihak suami atau istri melakukan hubungan intim dengan orang lain 

atau melakukan hal yang dilarang agama yang sukar dihilangkan; 

b. Pihak suami atau istri meninggalkan salah satu pasangannya selama 

dua tahun tidak putus tanpa seizin pasangannya dan tidak beralasan 

yang dibenarkan ataupun disebabkan perihal lain yang tidak benar; 

c. Pihak suami atau istri mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilaksanakan; 

d. Pihak suami atau istri melakukan kekerasan dalan rumah tangga atau 

KDRT baik itu ringan maupun berat yang berdampak buruk untuk 

pasangannya; 

e. Pihak suami atau istri memiliki penyakit yang berakibat tidak 

memenuhi kewajibannya; atau 

f. Percecokan yang terjadi dari suami dan istri yang sudah tidak memiliki 

harapan untuk berdamai dalam kehidupan berkeluarga kembali.
57

  

                                                           
56 Frans Simangunsong, “Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan 

Menhankam No.Kep/01/I/1980”, 3 
57 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)  
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Peraturan tersebut telah ditetapkan memiliki tata cara khusus atau 

lain dari peraturan yang lain untuk dapat melaksanakan perceraian 

sebagaimana Pasal 12 ayat (1) ialah: 

a. Diwajibkan mendapatkan izin cerai dari pejabat yang berkuasa dahulu.  

b. Dengan mengajukan surat permohonan izin cerai dalam bentuk tertulis 

dengan dilengkapi juga pernyataan tertulis dari Pejabat yang 

Berwenang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sesuai dengan 

Satker dan Subsatker Pegawai Kementerian Pertahanan yang 

bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan format yang telah 

ditentukan. 

c. Setelah mendapatkan persetujuan izin cerai dari pejabat yang berhak 

maka harus segera mengeluarkan surat izin cerai dengan ketentuan 

format surat izin cerai yang telah ditentukan. 

d. Akan tetapi, Pejabat yang Berwenang dapat menolak permohonan izin 

cerai tersebut, apabila: 

1) Berlawanan dari ketentuan agama yang diyakini di Indonesia. 

2) Argumentasi yang diajukan untuk bercerai tidak cukup kuat untuk 

diterima. 

3) Argumentasi yang diajukan untuk melaksanakan perceraian tidak 

masuk akal sehat manusia. 

4) Berlawanan dengan keberlakuan regulasi hukum di Indonesia. 
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e. Surat penolakan untuk izin perceraian dari Pejabat yang Berwenang 

disesuaikan dengan format yang telah ditentukan.
58

 

f. Setelah urusan administrasi dalam kemiliteran telah dilaksanakan, 

Pejabat yang Berwenang yang telah diberikan tanggung jawab di 

bidang kepengurusan pegawai dalam Pasal 13 ayat (3) wajib 

mendamaikan (mediasi) sebelum berlanjut pada tahap pengambilan 

keputusan terhadap yang mengajukan permohonan izin cerai. 

g. Apabila Anggota atau Pegawai Kemhan yang digugat cerai bukan 

berasal dari Kementerian Pertahanan, maka gugat cerai tersebut dapat 

disampaikan secara langsung kepada Pengadilan Agama (Muslim) dan 

wajib dilaporkan dulu kepada Pejabat yang Berwenang dan harus 

memberikan bantuan hukum. 

h. Setelah pelaksanaan cerai dari tahap di kemiliteran hingga putusan 

hakim di Pengadilan Agama, salinan surat cerai dan surat izin cerai 

harus diberikan kepada pejabat yang memiliki hak pada kepengurusan 

pegawai Satker dan Subsatker yang berwenang.
59

 

Prosedur perceraian di atas sebagaimana tercantum dalam 

PERMENHAN yang telah ditetapkan dan diperbaharui dengan 

ditentukan juga sanksi atau hukuman bagi anggota TNI atau Pegawai 

                                                           
58 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 14 

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)   
59 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 
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Kementerian Pertahanan yang melanggar peraturan prosedur 

perceraian, sebagai berikut: 

a. Bahwasanya PNS Kementerian Pertahanan yang telah bercerai 

namun tidak mendapatkan surat perizinan cerai dari pejabat yang 

berhak seperti dalam Pasal 13 ayat (1) maka akan dikenakan 

penjatuhan hukuman administratif seperti hukuman disiplin berat.
60

 

b. Bahwasanya Prajurit TNI yang telah bercerai namun tidak 

mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berhak seperti 

dalam Pasal 13 ayat (1), maka dapat ancaman hukuman seperti 

hukuman disiplin militer sesuai dengan keberlakuan regulasi 

hukum.
61

 

 

 

 

                                                           
60 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 24 ayat (1) 
61 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 25 ayat (1) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian (research) bermakna pencarian kembali, maksudnya ialah 

pencarian mengenai keilmuan berlatar kebenaran ilmiah, sebab hasilnya akan 

digunakan sebagai jawaban dari masalah tertentu. Maka, penelitian (research) 

adalah metode pencarian yang sangat bernilai pembelajaran untuk melatih 

peneliti agar tersadar bahwasanya dunia itu memiliki banyak hal yang tidak 

diketahui dan sesuatu yang dicari, ditemukan serta diketahui hal tersebut, 

namun tetap tidak dikatakan kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu, masih 

perlu dikaji kembali.
62

 Penelitian hukum ialah suatu cara untuk mendapatkan 

temuan dari regulasi hukum, asas prinsip hukum maupun doktrin hukum 

supaya isu hukum yang diangkat akan terjawab.
63

  

Metode penelitian hukum yang akan dipakai ialah penelitian hukum 

normatif atau yuridis normative. Penelitian hukum normatif diistilahkan juga 

penelitian hukum doktrinal yang dirumuskan sebagai suatu hukum dalam 

bentuk tertulis dari peraturan perundang-undangan (law in books) atau suatu 

aturan yang dirumuskan guna dasar perilaku manusia dari kaidah atau norma 

yang dianggap sesuai dengan hal tersebut.  

Secara garis besar tujuan penelitian normatif sesuai judul penelitian 

ialah pada penelitian guna menyinkronkan ketetapan baik itu secara vertikal 

                                                           
62 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, 

(Depok: PT Raja Grafindo, 2021), Cet.12, 19  
63 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 

Cet. I, 15 
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ataupun secara horizontal, yakni penelitian sebuah keselarasan hukum positif 

(peraturan perundang-undangan) supaya tidak berlawanan guna menyesuaikan 

dengan hierarki perundang-undangan (stufenbau theory)
64

 dikarenakan akan 

meneliti peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Pertahanan 

Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam. 

Penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical appriach) 

dalam metode penelitian normatif. Pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan judul penelitian tentang prosedur perceraian TNI melalui 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Sedangkan, pendekatan analitis (analytical approach) menurut 

Peter Mahmud Marzuki merupakan pendekatan analisis terhadap bahan 

hukum yang akan dikaji agar mengetahui makna dari beberapa istilah dalam 

penggunaan pada peraturan perundang-undangan secara konsepsional dan agar 

diketahui juga mengenai implementasi dalam penetapan yang bersangkutan.
65

   

B. Sumber Bahan Hukum 

Pengolahan dan analisis data terhadap penelitian normatif ialah data 

sekunder saja yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier.
66

 Bahan hukum secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 

kelompok, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. 
                                                           

64 Muhaimin, 48-49 
65 Muhaimin, 58 
66 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, 171 
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Dalam penelitian hukum peneliti ini menggunakan bahan hukum 

menurut dalam Buku Penelitian Hukum Edisi Revisi milik Prof. Dr. Peter 

Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. bahwasanya sumber-sumber penelitian 

hukum berupa bahan-bahan hukum yakni  

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang 

bermakna memiliki otoritas seperti perundang-undangan, catatan resmi 

atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim
67

, seperti: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-

Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil 

d. Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 TAHUN 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

e. Kompilasi Hukum Islam 

f. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertahanan 
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Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Kep/01/I/1980 

Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan. 

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi 

mengenai hukum yang bukan dokumen yang resmi, ialah dari buku-buku 

teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar dari putusan 

pengadilan
68

, seperti dokumen persuratan yakni: 

a. Surat permohonan izin cerai, surat izin cerai dan surat penolakan 

permohonan cerai.  

b. Seperti juga jurnal dan artikel dari e-journal uajy, artikel, jurnal 

ilmiah, jurnal dialektika hukum, dan jurnal ratu adil. 

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelusuran 

(searching) dan studi dokumentasi, baik dari toko-toko buku, perpustakaan 

dan media internet serta media dan lembaga lainnya yang di dalamnya telah 

dikeluarkan dan tersimpan arsip atau dokumen perihal permasalahan 

penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder menggunakan studi dokumen (documenter) yang berikutnya dicatat 

dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian masing-masing.
69

  

D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Pengolahan bahan hukum pada penelitian normatif dilakukan dengan 

mengurutkan bahan hukum dengan cara menyeleksi dan klasifikasi  menurut 
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pengelompokan bahan hukum serta menyusun bahan hukum sehingga akan 

mendapatkan jawaban tentang gambaran umum hasil penelitian. Kemudian 

analisis yang digunakan bersifat kualitatif ialah cara untuk melakukan 

interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang dikaji.
70

  

Dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa 

terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.
71

 Penerapan 

penafsiran (hermeneutik) terhadap hukum selalu berkaitan dengan isinya. 

Dengan demikian, metode hermeneutik (penafsiran) tersebut menggunakan 

penafsiran teleologis yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan 

perundang-undangan.
72

 Tujuan atau maksud dari peraturan khusus bagi 

anggota TNI yakni Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan 

Kompilasi Hukum Islam, maka akan menghasilkan pengetahuan dan wawasan 

lebih mendalam tentang prosedur perceraian yang akan dikaji secara 

menyeluruh mengenai keabsahan hukum dari penerapan kedua peraturan yang 

diangkat oleh peneliti. 

E. Tahap-Tahap Penelitian Normatif 

Tahap-tahap dalam penelitian yuridis normatif meliputi: 

a. Mengidentifikasi perihal fakta hukum sebagai tahap pertama yang meliputi 

perbuatan, peristiwa atau situasi. 

b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang memiliki arah yang 

menyelaraskan dengan fakta hukum yang konkrit guna memeriksa atau 

menentukan sebuah konsep hukum sesuai dengan perundang-undangan 
                                                           

70 Muhaimin, 67-68 
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dalam perbuatan hukum tersebut yang dilarang atau dibolehkan hingga 

diperintahkan. 

c. Penerapan norma hukum terhadap fakta hukum. 

Analisis penelitian normatif ini bersifat preskripstif artinya sebagai 

bentuk pemberian argumentasi baik itu kebenaran atau hal lain dalam 

pandangan aturan atas hasil penelitian hukum yang dikaji.
73
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Prosedur Perceraian Anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri 

Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 

1. Seputar Tentara Nasional Indonesia 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bermula ialah organisasi 

yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat atau disingkat dengan BKR. 

Kemudian terjadi perubahan istilah menjadi Tentara Keamanan Rakyat 

atau disingkat dengan TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Namun 

penyebutan TKR kembali diganti dengan sebutan Tentara Republik 

Indonesia (TRI). Pada periode pertahanan kemerdekaan saat itu, banyak 

laskar-laskar perjuangan yang dibentuk oleh rakyat Indonesia dalam 

mempertahankan tantara-tentara yang sedang melakukan perlawanan dan 

perjuangan supaya keadilan dapat ditegakkan dan kemerdekaan Indonesia. 

Sebagai wujud untuk mempersatukan para anggota bersenjata yakni TRI 

sebagai tentara biasa dan badan otonom seperjuangan yang lain, sehingga 

Presiden Soekarno pada tanggal 3 Juni 1947 mendirikan dan meresmikan 

Tentara Nasional Indonesia atau disingkat dengan TNI. Dalam UU No. 34 

Tahun Pasal 7 ayat (1) tentang TNI menyebutkan bahwa: 

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 
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Dari tugas pokok di atas bahwa TNI memiliki peran yang penting 

guna menjaga keamanan dan ketahanan NKRI dari ancaman atau 

peperangan dari negara lain yang hendak mengusik NKRI. Dalam UU No. 

25 Tahun 2014 Pasal 1 butir 1 tentang Hukum Disiplin Militer 

menjelaskan bahwa militer ialah angkatan yang berperang dari negara 

sebagai kekuatan negaranya sesuai dengan regulasi hukum yang telah 

ditetapkan. 

Untuk membina dan melaksanakan kehidupan di berbagai aspek, 

maka diperlukan perilaku disiplin bagi aparat kemiliteran sebagaimana 

pedoman kaidah hukum sesuai dengan keberlakuan regulasi hukum 

sekarang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 1 butir 4 Tentang 

Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa militer memiliki hukum 

disiplin militer yang mana regulasi dan norma yang ditetapkan sebagai 

pengatur dan pengikat dalam menegakkan kedisiplinan dan tata kehidupan 

militer juga.
74

 

Peraturan disiplin militer yang telah ditetapkan sebagai pegangan 

oleh para Tentara Nasional Indonesia untuk bisa menjaga harkat dan 

martabat seorang yang disebutkan sebagai abdi negara mempunyai tugas 

dan urgensi sangat penting di Indonesia. Maka, kehidupan pribadi abdi 

negara tersebut juga diatur dalam sebuah peraturan yang telah ditetapkan 

oleh Menteri Pertahanan.  

                                                           
74 AP Marpaung, daikses 21 Februari, 2019, http://e-

journal.uajy.ac.id/24013/2/HK112076.pdf 
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Dalam kehidupan pribadi TNI ini telah ditetapkan dalam 

Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Nomor: 

Kep/01/I/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk 

anggota ABRI yang kemudian keberlakuan regulasi hukum dinyatakan 

tidak legal lagi dan diganti oleh Menteri Pertahanan menjadi Peraturan 

Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, 

Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen 

Pertahanan. Namun, peraturan tersebut juga dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku oleh Menteri Pertahanan dan diubah menjadi Peraturan Menteri 

Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan 

Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan hingga 

sekarang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam lingkungan 

Kementerian Pertahanan. 

Secara historis sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (berikutnya disebut dengan 

UU ASN) bahwa TNI dan PNS sama-sama pegawai negeri dalam 

pemerintahan Indonesia. Regulasi khusus ini mengatur tentang perkawinan 

dan perceraian bagi kedua instansi sebelum munculnya UU ASN dan 

mengikuti sesuai dengan UU Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang 

Pegawai Negeri Sipil sebelum dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU 

ASN. Pada masa reformasi UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri di Indonesia dibagi menjadi tiga 

yakni Sipil, TNI, dan Polri, yang menjadi pembeda antara TNI dan PNS 
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bahwa TNI merupakan pegawai pemerintah dalam bidang militer 

sedangkan PNS merupakan pegawai pemerintah dalam bidang sipil. Yang 

mana regulasi tentang perceraian PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 1984 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 

1983, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 1990 Tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
75

 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 telah berlaku 

dengan mengingat peraturan-peraturan yang telah ada, ialah: 

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan 
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dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3224).
76

 

2. Prosedur Perceraian Anggota TNI  

Prosedur secara singkat diartikan sebagai tata cara dalam suatu hal 

yang telah ditentukan. Perceraian merupakan berakhirnya sebuah 

perkawinan yang dilakukan dengan suami menjatuhkan kata talak atau 

sejenisnya dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, perceraian memiliki 

prosedur tersendiri yang mana di Indonesia memiliki berbagai acuan 

hukum yang dapat diterapkan, seperti masyarakat Muslim di Indonesia 

yang memiliki acuan hukum berupa regulasi hukum perkawinan serta 

KHI. Namun, seseorang yang memiliki suatu tanggung jawab berupa 

pekerjaan seperti anggota TNI Muslim. TNI yang memiliki aturan yang 

mengikat di lingkungan Kementerian Pertahanan bahkan kehidupan 

pribadi perseorangan juga telah diatur oleh Menteri Pertahanan. 

Sebelumnya peraturan mengenai tatacara perceraian tersebut telah 

teruraikan dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Panglima 

Angkatan Bersenjata Nomor Kep/I/01/1980 Tentang Peraturan 

Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI. Anggota ABRI yang 

dapat dikatakan bercerai: 

a. Memperoleh izin dari pejabat yang berkuasa dalam hal tersebut dengan 

alasan: 
                                                           

76 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan, 1-2 
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1) Apabila dilaksanakan dengan cara melawan hukum agama yang 

dianut oleh ABRI atau keduanya (suami istri) dan juga regulasi 

hukum yang masih diberlakukan. 

2) Apabila perkawinan sebagai suami dan istri yang telah dijalin tidak 

mendapatkan sebuah kemanfaatan tentang ketenteraman jiwa dan 

kebahagiaan hidup berumah tangga. 

b. Pernyataan alasan-alasan tersebut wajib tertuang dengan bentuk 

tertulis oleh pejabat yang mengeluarkan agama Angkatan atau Polisi 

RI yang bersangkutan.
77

 

c. Gugatan perceraian terhadap anggota ABRI yang dilayangkan 

langsung kepada Pengadilan  bila suami atau istri yang bukan 

merupakan anggota ABRI dan setelah menerima pemberitahuan 

tersebut maka harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dalam 

hal tersebut untuk bisa memberikan izin untuk bercerai. 

d. Kemudian dilakukan upaya perdamaian terhadap kedua pihak (suami 

istri) yang dilakukan oleh pejabat yang telah memberikan izin 

perceraian tersebut. 

e. Akan tetapi, permohonan izin perceraian yang telah diajukan dapat 

ditolak oleh Pejabat yang Berwenang apabila: 

1) Terdapat penyelewengan terhadap ketentuan dalam hukum agama 

kedua pihak terkait dengan pelaksanaan perceraian. 
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2) Tidak kuatnya argumen yang digunakan anggota ABRI tersebut 

dalam mengajukan perceraian.
78

 

f. Pihak yang bersangkutan yang telah bercerai menyerahkan surat izin 

cerai berserta salinannya kepada pejabat yang berwenang 

(SATMINKAL) untuk penyelesaian keuangan dan administrasi. 

g. Akibat perceraian dilakukan dengan pemberian nafkah kepada bekas 

istri atau suami yang diceraikan beserta anak juga pembagian harta 

kekayaan.
79

 

Hal-hal yang dijelaskan di atas merupakan peraturan prosedur 

perceraian anggota ABRI atau sekarang disebut dengan TNI pada 

Keputusan Menhankam No.Kep/01/I/1980 yang pada tahun 2008 sudah 

dicabut atau tidak digunakan lagi. Maka dengan itu, peraturan terbaru 

mengenai seputar perceraian TNI ini diatur kembali pada Peraturan 

Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, 

Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen 

Pertahanan. Pegawai yang merupakan anggota TNI dari Kementerian 

Pertahanan dapat melaksanakan perceraian: 

1. Memperoleh izin dari pejabat yang berkuasa dalam hal tersebut. 

2. Perizinan perceraian harus memberikan argumentasi yang sesuai 

dengan ketentuan apabila: 

a. Tidak melawan hukum agama dari pasangan yang dipercayai.  
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Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk anggota ABRI, Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c dan 
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b. Kehidupan berkeluarga tidak adanya tercipta ketenteraman serta 

kebahagiaan hidup berumah tangga. 

3. Permohonan tersebut harus diajukan dalam bentuk tertulis serta 

kelengkapannya dari pejabat berwenang dalam bidang kepegawaian 

pada kesatuan yang bersangkutan.
80

 

4. Penolakan terhadap permohonan izin perceraian dapat dilakukan oleh 

pejabat yang berhak dengan beralasan melawan hukum agama dari 

keduanya yang dipercayai dan alasan tidak cukup kuat.
81

 

5. Untuk keputusan perceraian, salinan surat cerai dan surat izin cerai 

harus diberikan kepada Pejabat yang Berwenang sesuai kepegawaian 

satuannya dan akibat perceraian berupa hak dan kewajiban akan 

berlaku sesuai regulasi.
82

 

6. Pihak yang bukan Pegawai Departemen Pertahanan dapat mengajukan 

gugatan cerai ke pengadilan dan wajib menyampaikan kepada Pejabat 

yang Berwenang serta diwajibkan untuk membela Pegawai yang 

digugat.
83

. 

Pejabat yang Berwenang memiliki kedudukan masing-masing 

sesuai dengan pangkat jabatan yang dipegang. Dengan demikian pangkat 

                                                           
o Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Departemen Pertahanan, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
81 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Departemen Pertahanan, Pasal 10 
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Lingkungan Departemen Pertahanan, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) 
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mulai dari bawah harus melakukan pengajuan permohonan izin cerai 

kepada pejabat atau atasan yang memiliki pangkat lebih tinggi diatasnya, 

sebagaimana dalam Permenhan tahun 2008 ini bahwa tataran kewenangan 

para Pejabat yang Berwenang yang bisa memberikan izin perkawinan, 

perceraian dan rujuk kepada Pegawai di lingkungan Departemen 

Pertahanan ialah: 

1. Presiden untuk Pejabat Menteri Pertahanan; 

2. Menteri Pertahanan untuk pejabat: 

a. Pejabat Eselon I dan II PNS di lingkungan Dephan, dan 

b. PNS Golongan Ruang IV/d sampai dengan IV/c di lingkungan 

Dephan. 

3. Panglima TNI untuk Pejabat Perwira Tinggi yang bertugas di 

lingkungan Dephan; 

4. Sekretaris Jenderal Dephan untuk Pejabat: 

a. Pejabat Eselon III dan IV PNS di lingkungan Dephan, 

b. Prajurit TNI berpangkat Letnan, Kolonel dan Mayor yang bertugas 

di lingkungan Dephan, dan 

c. PNS Golongan Ruang IV/a sampai dengan IV/c di lingkungan 

Dephan. 

5. Kepala Staf Umum TNI untuk Pejabat Perwira menengah berpangkat 

Kolonel di lingkungan Dephan; 

6. Ka Satker/Sub Satker Dephan untuk: 

a. PNS Golongan Ruang III/d ke bawah di lingkungan Dephan, dan 
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b. Prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah yang bertugas di 

lingkungan Dephan.
84

 

Penjelasan Pasal di atas mengalami Perubahan regulasi hukum 

kembali dalam pada tahun 2017 Peraturan Menteri Pertahanan Tentang 

Perkawinan, Perceraian dan Rujuk menjadi Peraturan Menteri Pertahanan 

Nomor 31 Tahun 2017. Berikut prosedur perceraian berdasarkan Peraturan 

Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 terhadap Pegawai Kementerian 

Pertahanan yang dapat melakukan perceraian, sebagai berikut: 

1. Perceraian dapat terlaksanakan apabila: 

a. Pihak salah seorang pasangan melakukan hubungan intim dengan 

orang lain atau melakukan perbuatan yang dilarang agama yang 

sulit untuk dihilangkan. 

b. Pihak salah seorang pasangan meninggalkan salah satu 

pasangannya dengan tidak memohon izin dan tidak ada alasan 

yang benar dalam jangka waktu dua tahun tanpa putus. 

c. Pihak suami atau istri mendapatkan hukuman penjara selama lima 

tahun atau lebih berat setelah perkawinan dilaksanakan. 

d. Pihak suami atau istri mendapatkan perlakuan kekerasan dalam 

berumah tangga atau KDRT yang sangat bahaya untuk salah satu 

pihak. 

e. Pihak suami atau istri yang memiliki penyakit berakibat tidak 

memenuhi kewajibannya, atau 
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f. Percecokan yang tidak berhenti oleh pasangan perkawinan 

sehingga tidak dapat hidup berumah tangga secara rukun 

kembali.
85

 

2. Pegawai Kementerian Pertahanan yang hendak melakukan perceraian 

wajib mengajukan dan mendapatkan perizinan cerai dari pejabat yang 

berkuasa dalam hal tersebut dengan melakukan pengajuan surat 

permohonan izin cerai secara tertulis disesuaikan dengan ketentuan 

format yang telah ditentukan dengan dilengkapi pernyataan tertulis 

dari pejabat yang berkuasa pada kepengurusan pegawai Kemhan 

tersebut.
86

 

3. Setelah itu wajib mengeluarkan surat izin perceraian tersebut sesuai 

dengan ketentuan format yang telah ditentukan apabila surat 

permohonan izin perceraian telah mendapat persetujuan oleh pejabat 

yang bersangkutan.
87

 

4. Pengajuan permohonan izin perceraian dapat ditolak dengan 

dikeluarkan surat sesuai dengan ketentuan format yang ditentukan 

apabila: 

a. Perceraian dilakukan beralasan melawan ajaran atau ketentuan 

agama yang dianut oleh keduanya. 
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b. Tidak kuatnya argumen yang diajukan. 

c. Terdapat pertentangan antara argumen yang diajukan dengan akal 

sehat, atau 

d. Serta bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
88

 

5. Pejabat yang Berwenang dalam permohonan pengajuan izin perceraian 

bertanggung jawab dengan harus melakukan mediasi dan berusaha 

merukunkan kembali sebelum mengambil keputusan.
89

 

6. Pengajuan gugat cerai bukan berasal dari Pegawai Kemhan dapat 

melangsungkan gugatan ke Pengadilan dengan harus melakukan 

laporan kepada pejabat yang berkuasa atas hal tersebut. Kemudian 

Pegawai Kemhan sebagai Tergugat harus memperoleh bantuan hukum 

dari pejabat tersebut.
90

 

7. Setelah Pengadilan menjatuhkan putusan, maka salinan persuratan 

cerai dan izin cerai diberikan kepada pejabat yang berkuasa dalam hal 

kepengurusan pegawai Kemhan tersebut.
91

  

Penjelasan pasal-pasal di atas merupakan prosedur perceraian bagi 

anggota TNI sebagaimana yang telah diputuskan oleh Menteri Pertahanan 

Republik Indonesia. Akan tetapi, pasangan (suami dan istri) yang 
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menginginkan untuk bercerai memiliki kewajiban guna memenuhi 

persyaratan perceraian, sebagai berikut: 

a. Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA). 

b. Pengurusan Surat Izin Cerai. 

Lampiran-lampiran di atas harus disiapkan dengan lengkap, 

kemudian dengan tahap berikutnya yakni: 

a. Suami atau istri yang telah memutuskan untuk melakukan perceraian 

harus menghadap kepada Pejabat yang Berwenang; dan 

b. Surat Izin Cerai harus sudah disiapkan yang kemudian yang 

bersangkutan harus menghadap dan memberikan Surat Izin Cerai 

kepada Pejabat untuk ditandatangani, apabila memenuhi ketentuan: 

1) Tidak adanya perlawanan hukum agama dan keberlakuan regulasi 

hukum di Indonesia; dan 

2) Tidak adanya kemanfaatan tentang ketentraman jiwa dan 

kebahagiaan hidup sebagaimana unsur utama dalam perkawinan. 

c. Permohonan izin cerai bisa mendapatkan penolakan dari Pejabat yang 

Berwenang bila: 

1) Terdapat perlawanan aturan agama yang diyakini keduanya; dan 

2) Argimentasi yang diajukan oleh keduanya dalam pengajuan 

perceraian tidak cukup kuat atau tidak sesuai denga fakta 

sebenarnya. 

d. Pemanggilan suami atau istri oleh Pejabat yang Berwenang akan 

dilakukan apabila diperlukan hingga tiga kali tanpa putus bila 
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keduanya beralasan tidak menghadiri dengan tidak jelas maka 

keduanya harus melakukan proses ulang dalam pengajuan cerai dari 

awal, namun bila alasannya dapat dibernarkan maka proses 

administrasi pengajuan cerai berlanjut ke pejabat yang memiliki 

kuasa.
92

   

Prosedur perceraian di atas harus dilaksanakan secara berurutan 

dan harus benar-benar mendapatkan tandatangan dari Pejabat yang 

Berwenang supaya sah di mata hukum kemiliteran yang telah ditetapkan. 

Karena hal tersebut sudah ditetapkan dalam PERMENHAN terbaru 

sekarang. Meskipun pasangan yang salah satunya anggota TNI itu telah 

bercerai, namun masih memiliki hak dan kewajiban bagi Pegawai 

Kementerian Pertahanan yakni: 

1. Pegawai Kementerian Pertahanan yang telah memiliki status telah 

bercerai masih tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi baik itu 

mantan istri maupun anak yang diasuh. 

2. Pemberian nafkah harus sesuai menurut penetapan Pengadilan. 

3. Pembagian harta bersama merupakan efek dari perceraian yang 

dilakukan sesuai dalam regulasi hukum yang berlaku.
93

 

Dengan demikian, TNI yang telah bercerai terutama suami masih 

memiliki tanggung jawab terhadap anggota keluarga yang telah berpisah 

terutama anak bahkan mantan istri bisa menperoleh nafkah mantan suami 
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karena sesuai dengan Pasal 21 ayat (1). Pasal hak dan kewajiban ini telah 

dilakukan musyawarah oleh para pejabat/pegawai Kementerian Pertahanan 

sehingga Pasal tersebut ditetapkan. 

Penjelasan pasal-pasal tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh 

para TNI, karena apabila terdapat Pasal yang dilanggar oleh TNI, maka 

TNI tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman berupa sanksi 

administratif yang telah ditetapkan di dalam PERMENHAN terbaru 

seperti: 

1. Apabila Pegawai Kementerian Pertahanan tersebut merupakan PNS 

Kementerian Pertahanan yang mengajukan permohonan cerai kepada 

Pejabat yang Berwenang tidak mendapatkan surat izin perceraian maka 

akan dikenai hukuman disiplin berat dalam administratif. 

2. Apabila sebagai Prajurit TNI mengajukan permohonan perceraian 

kepada Pejabat yang Berwenang namun tidak mendapatkan surat izin 

perceraian maka akan mendapatkan sanksi dalam pelanggaran hukum 

disiplin militer sesuai dengan ketentuan regulasi hukum yang 

berlaku.
94

  

Pasal-Pasal yang telah disebutkan di atas bahwa setiap PNS 

Kementerian Pertahanan dan Prajurit TNI yang akan bercerai diwajibkan 

untuk melakukan pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan termasuk 

adanya izin cerai dari Pejabat yang Berwenang. Oleh sebab itu, dalam 

PERMENHAN terbaru telah dijelaskan mengenai Pejabat yang memiliki 

                                                           
94 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) 



 
 

 

63 

hak dalam memberikan izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk sebagai 

berikut: 

1.  Menteri, Panglima TNI, Sekretaris Jenderal Kemhan, Kepala Staf 

Umum TNI, dan Kepala Satker dan Kepala Subsatker Kemhan. 

2. Seperti Menteri dapat memberikan izin kepada PNS Eselon I dan PNS 

Eselon II dan PNS pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e. 

3. Seperti Panglima TNI memberikan izin kepada Prajurit TNI 

berpangkat Perwira Tinggi. 

4. Seperti Sekretaris Jenderal Kemhan dapat memberikan izin kepada 

PNS Eselon III dan PNS Eselon IV, Prajurit TNI berpangkat Mayor 

sampai dengan Letnan Kolonel, dan PNS pangkat Pembina Golongan 

Ruang IV/a sampai dengan PNS pangkat Pembina Utama Muda 

Golongan Ruang IV/c. 

5. Seperti Kepala Staf Umum TNI dapat memberikan izin kepada Prajurit 

TNI berpangkat Kolonel. 

6. Dan seperti Kepala Satker dan Kepala Subsatker Kemhan dapat 

memberikan izin kepada PNS Kemhan pangkat Penata Tingkat I 

Golongan Ruang III/d ke bawah serta Prajurit TNI berpangkat Kapten 

ke bawah.
95

 

Pejabat yang Berwenang di atas telah ditentukan sesuai dengan 

pangkat angkatan bersenjata yakni TNI. Pejabat yang Berwenang ini 

sebagai aparat yang akan memberikan izin kepada anggota TNI yang akan 
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mengajukan perceraian, yang kemudian telah diterima laporan surat izin 

cerai tersebut oleh Pejabat yang Berwenang, maka Pejabat yang 

Berwenang tersebut segera melakukan pengadaan perdamaian untuk 

keduanya (suami dan istri) dengan cara dipertemukan dan 

dimusyawarahkan sebagaimana cara untuk bermediasi (berdamai) supaya 

keduanya tidak akan melanjutkan proses perceraian tersebut.
96

    

Adapun penjelasan singkat prosedur cerai dari anggota TNI-AD, 

sebagai berikut: 

a. Apabila kehidupan berkeluarga anggota TNI yang memiliki 

problematika yang sudah tidak dapat diselesaikan secara baik dengan 

musyawarah kekeluargaan, maka satuan dari pekerjaan anggota TNI 

tersebut akan memanggil keduanya (suami dan istri) supaya dapat 

terlaksananya perdamaian, namun apabila keduanya masih tetap tidak 

dapat didamaikan maka akan dilaksanakan pemBAPan ialah berita 

acara pemeriksaan secara tertulis. 

b. Apabila dengan metode pemBAPan tidak dapat terselesaikan maka 

tindak lanjut berikutnya ke tingkat lebih atas dengan komandan satuan 

melakukan pemanggilan terhadap kedua orang tua baik dari suami dan 

istri supaya dapat dilaksankannya mediasi (perdamaian) serta apabila 

komandan satuan tidak dapat mendamaikan atau menyatukan kembali 

kedua insan (suami dan istri) tersebut dan masih tetap pada pendirian 
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untuk bercerai maka proses berikutnya dilakukan dengan secara 

hukum, mulai dari: 

1. PemBAPan (berita acara pemeriksaan) mengenai kronologis 

permasalahan yang terjadi dan surat kesediaan untuk bercerai. 

2. Setelah semua berkas di awal sudah selesai, berikutnya menghadap 

kepada komandan satuan yang memiliki wewenang untuk 

memberikan izin cerai sesuai dengan PERMENHAN yang terbaru 

sekarang dan melanjutkan ke tingkat atas berikutnya yakni 

mengurus persuratan ke BINTLADAM mengenai surat yang 

disetujui oleh petugas keagamaan karena ini salah satu prasyarat 

yang wajib ada, bila tidak ada maka proses perceraian yang 

diajukan tidak dapat dilanjutkan. 

3. Setelah petugas agama memberikan persetujuan izin cerai di 

bintladam maka dilanjutkan ke KODAM untuk diproses dan 

mendapatkan persetujuan dari pihak KODAM yang harus 

disesuaikan dengan pangkat yang dimiliki masing-masing sesuai 

dengan Permenhan terbaru, seperti pangkat perwira langsung ke 

pangdam namun seperti bintara cukup ke aspes saja. 

4. Setelah selesai semua, berkas tersebut dikembalikan lagi ke 

komandan satuan dan baru dilanjutkan pengajuan ke PA sesuai 

kediaman. 

5. Di PA ini dilangsungkannya segala proses perceraian dari segi 

apapun seperti pembagian harta waris serta hak asuh anak. 
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Prosedur perceraian anggota TNI-AD mempunyai peran mediasi 

ganda yang bertujuan kehidupan berkeluarga yang memiliki permasalahan 

dapat diperbaiki kembali supaya perceraian tidak akan terjadi pada 

keluarga anggota tersebut. Dan dari semua Pasal mengenai prosedur 

perceraian, mewajibkan mengajukan permohonan surat izin cerai kepada 

Atasan/Pejabat Berwenang/komandan satuan bertujuan untuk mencegah 

tindakan suami atau istri untuk bercerai yang tidak sesuai fakta sebenarnya 

yang berdampak buruk bagi kedinasan suami atau istri (sebagai anggota 

TNI) hingga dapat mengganggu psikologis anak.
97

 

B. Keabsahan Prosedur Perceraian Anggota TNI Muslim dalam 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi 

Hukum Islam 

Dalam hukum Islam istilah bubarnya perkawinan atau perceraian 

disebut dengan ithlaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam 

istilah agama, talak berarti melepaskan sebuah ikatan perkawinan atau 

bubarnya hubungan perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia disepakati 

dengan pengertian yang sama dengan talak sebagaimana menurut istilah 

hukum Islam yang artinya bubarnya perkawinan.
98

 Putusnya perkawinan 

merupakan sebuah ikatan dari hubungan perkawinan antara laki-laki dan 

perempuan yang sudah putus. Dapat diartikan bahwa putus ikatan 

merupakan salah seorang telah meninggal dunia atau laki-laki dan 
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perempuan sudah bercerai atau salah seorang berada di tempat yang jauh 

hingga tidak ada beritanya sehingga dianggap pihak yang bersangkutan 

telah meninggal oleh pengadilan. Perceraian ialah salah satu cara untuk 

melakukan pembubaran perkawinan dikarenakan suatu penyebab 

kemudian diputuskan oleh hakim (pengadilan) yang didaftarkannya pada 

catatan sipil.  

Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu tindakan yang 

halal namun dibenci oleh Allah sebagaimana hadis Nabi SAW., bersabda 

yang artinya: “Suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah 

talak/perceraian” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim). Dari 

hadis tersebut menunjukkan bahwasanya perceraian itu jalan alternatif 

yang terakhir atau pintu darurat yang dapat dilakukan oleh suami dan istri 

apabila hubungan perkawinan yang telah dibina selama perkawinan sudah 

tidak bisa dipertahankan keutuhan dan keberlangsungannya.
99

  

Pemerintahan Indonesia telah mengatur dasar hukum yang 

melandasi dari hukum Islam mengenai ruang lingkup keperdataan seperti 

salah satunya mengenai kekeluargaan termasuk perceraian, yakni dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 

mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan 
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sebutan KHI. Tujuan dari pembuatan dasar hukum tersebut sebagai bentuk 

pemberian kemaslahatan dalam perkawinan hingga perceraian.
100

  

Prinsip sebenarnya mengenai tujuan dari terlaksananya perkawinan 

itu guna menjalani kehidupan bersama dan mendapatkan keabadian yang 

bahagia lahir batin terhadap pasangan perkawinan yang menjalankan 

rumah tangga tersebut.
101

 Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membina keluarga (bahtera rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan 

Yang Maha Esa, maka berarti memiliki agama.
102

 Mayoritas agama yang 

dianut oleh Indonesia adalah agama Islam, sehingga hukum Islam 

termasuk salah satu unsur dalam hukum perdata di Indonesia. 

Seperti perceraian, dalam hukum Islam di dalamnya diatur segala 

aspek yang ada kaitannya dengan perceraian. Perceraian dalam hukum 

Islam diistilahkan dengan kata talak. Talak adalah cara melakukan 

perceraian yang paling sederhana dan suami sebagai pelaku terlaksananya 

secara hukum dengan beralasan yang telah ditentukan atau tidak memiliki 

alasan. Walaupun dalam pandangan moralitas bahwa perceraian dianggap 

keliru dan berdosa dengan melalui pernyataan sederhana dari suami, 

seperti kalimat saya menceraikan kamu. Sebaliknya juga, istri dapat 
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menceraikan suaminya dengan istilah khuluk asalkan suami rela atau 

fasakh melalui putusan pengadilan. 

Di saat terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, Islam tidak 

langsung menyarankan untuk mengakhiri perkawinan, namun melakukan 

musyawarah terlebih dahulu dengan membahas tentang penyebab 

munculnya nusyuz yang telah dilakukan baik dari keduanya atau salah 

satunya atau perkara syiqaq yang muncul sehingga dapat terjadinya 

kesalahpahaman maka dapat diatasi.
103

 Pertengkaran yang begitu hebat 

dari suami dan istri tidak bisa dijadikan patokan utama untuk bercerai 

begitu saja sebagaimana dalam Al-Qur;an Surah An-Nisa’ ayat 35
104

: 

                              

                            

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan 

seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru 

damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 

memberi taufiq kepada suami istri itu. Sungguh, Allah 

Mahateliti, Maha Mengenal.
105

 

 

Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 35 di atas akan dilakukan, 

sebelumnya harus melakukan beberapa hal, seperti: 
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1. Menasihati istri; 

2. Apabila istri tidak memperhatikan, suami dapat melakukan pisah meja 

makan dan tempat tidur namun masih tinggal bersama di satu rumah; 

3. Apabila cara kedua tidak berhasil, maka suami dapat memukul istri 

tetapi tidak boleh berlebihan. 

Apabila ketiga cara di atas tidak berhasil, maka cara berikutnya 

dengan menggunakan cara yang sesuai dengan Q.S. An-Nisa’ ayat 35. 

Sebaliknya juga, istri sangat tercela mengambil inisiatif untuk bercerai 

hanya karena tidak senang dengan suami, sebagaimana hadis Rasul 

riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah: 

  Rasul bersabda: 

Perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab-

sebab yang wajar yang menghalalkan, maka haramlah bagi 

perempuan itu membaui atau merasakan kewangian surga 

nantinya.  

Hadis tersebut telah jelas bahwasanya Islam melarang keras 

seorang perempuan yang meminta cerai dari laki-laki yang sebagai suami 

dengan beralasan yang tidak benar, maka hukumnya haram. Sama seperti 

Qur’an dan Hadis, regulasi perkawinan juga mempersulit perceraian 

dengan beberapa aturan yang harus dilaksanakan dalam Pasal 39 seperti: 

1. Perceraian dapat dilaksanakan apabila telah melakukan perdamaian 

atau mediasi antara suami dan istri dari Pengadilan baik itu berhasil 

ataupun tidak berhasil. 

2. Perceraian dapat dilaksanakan apabila memiliki alasan-alasan yang 

kuat karena sudah tidak dapat rukun kembali dalam berkeluarga. 
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3. Proses cerai dalam persidangan telah ditetapkan sesuai regulasi hukum 

tersendiri.
106

 

Kelihatan mudah namun sulit dilaksanakan, perceraian dalam 

hukum Islam memiliki persyaratan yang harus terpenuhi yakni adanya 

nusyuz dan syiqaq. Selain itu, masih terdapat beberapa bentuk dalam hal 

pemutusan perkawinan, ialah: 

1. Taklik talak (Q.S.An-Nisa’:128); 

2. Khuluk/Mubara’ah (Q.S.Al-Baqarah:29); 

3. Fahisyah (Q.S.An-Nisa’:15); 

4. Fasakh; 

5. Illa (Q.S.Al-Baqarah:226) 

6. Zhihar (Q.S.Al-Mujadilah:1,2,3) 

7. Li’an (Q.S.An-Nur:6 dan 7) 

8. Murtad.
107

 

Kedudukan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perdata 

Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup bahkan tingkah 

laku bagi muslim di Indonesia.
108

 Di antara hukum Islam yang digunakan 

oleh Pengadilan Agama ialah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 

Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.  
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Kompilasi Hukum Islam merupakan pengembangan dari UU 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merumuskan segala aspek 

permasalahan yang mengatur berbagai peraturan hukum yang bersifat 

umum. Hukum Perkawinan di Indonesia telah memiliki eksistensi sebagai 

suatu sistem hukum tersendiri yang bersumber dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam itu telah 

memiliki posisi legalitas yang tidak dapat dilepaskan dari konsep umum 

dari hukum Islam selain sebagai hukum Islam. Dengan demikian, 

Kompilasi Hukum Islam masih dituntut untuk memiliki pemahaman yang 

sejalan dengan konsep hukum Islam yang universal.
109

 Sehingga dapat 

dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam ini mengandung unsur asas lex 

generalis. 

Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan KHI yang disahkan 

melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 

yang ditindaklanjuti keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 

tanggal 22 Juli 1991 dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur 

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 

3694/EV/HK/003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991, yang menurut Amir 

Syarifuddin menjelaskan bahwa puncak pemikiran fikih Indonesia yang 

berdasarkan lokakarya nasional dari tokoh ulama fikih yang memiiki latar 

belakang organisasi Islam, perguruan tinggi, masyarakat umum dan 
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hampir semua lapisan ulama fikih ikut dalam pembahasan sehingga dapat 

dinilai sebagai ijma’ ulama Indonesia.
110

   

KHI pada Pasal 113 menjelaskan bahwa terjadinya putus hubungan 

perkawinan karena: pertama, wafatnya salah satu pasangan; kedua, 

perceraian, dan ketiga, penetapan putusan Majelis Hakim persidangan.
111

 

Perceraian merupakan suatu tindakan terjadinya putus perkawinan 

disebabkan dari pengucapan talak dari suami atau melalui gugat cerai dari 

istri. Perceraian dapat dilakukan di depan persidangan saja di Pengadilan 

Agama setelah dilaksanakannya usaha damai baik itu berhasil ataupun 

tidak berhasil dari pihak suami dan pihak istri. Perceraian dapat terlaksana 

harus disertai dengan argumentasi sesuai dengan Pasal 116 KHI, sebagai 

berikut: 

a. Pihak suami atau istri melakukan hubungan intim dengan orang lain 

atau melakukan perbuatan yang dilarang agama yang sukar 

dihilangkan; 

b. Pihak suami atau istri meninggalkan salah satunya selama dua tahun 

tidak putus tanpa seizin salah satunya dan beralasan yang tidak 

dibenarkan; 

c. Pihak suami atau istri mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilaksanakan; 
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d. Pihak suami atau istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau 

KDRT yang bisa menimbulkan tidak keselamatan terhadap salah satu 

pihak; 

e. Pihak suami atau istri memiliki penyakit berefek tidak bisa 

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 

f. Percecokan yang tidak bisa dihentikan dari keduanya dan tidak ada 

harapan untuk hidup rukun bersama kembali; 

g. Suami melanggar perjanjian perkawinan; 

h. Pindah agama atau murtad yang dapat mengakibatkan tidak terjalinnya 

kerukunan dalam berkeluarga.
112

 

Adapun cara untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan 

yang disebut dengan talak sebagaimana dalam Pasal 117 KHI menjelaskan 

mengenai talak ialah ucapan suami di depan persidangan yakni Pengadilan 

Agama sebagai tanda putusnya sebuah perkawinan dengan argumentasi 

yang sesuai dengan Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131.
113 

Adapun talak memiliki akibatnya bahwa mantan suami wajib 

melaksanakan hal sesuai dengan Pasal 149 KHI, sebagai berikut: 

a. Memberi mut’ah yang pantas kepada mantan istri bai itu berupa uang 

atau benda kecuali suami menjatuhkan talak qobla ad-dukhul kepada 

istri. 
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b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama 

masa iddah kecuali suami menjatuhkan talak ba’in atau nusyuz dan 

dalam keadaan tidak hamil terhadap istri. 

c. Melakukan pelunasan mahar yang terhutang seluruhnya dan separuh 

apabila suami menjatuhkan talak qobla ad-dukhul. 

d. Memberikan biaya hadlanah kepada keturunannya yang usianya belum 

mencapai usia 21 tahun.
114

 

Adapun akibat hukum karena perceraian terdapat dalam Pasal 156 

KHI, sebagai berikut: 

a. Anak yang belum mencapai usia 7 tahun dan masih belum bisa 

membedakan hak dan bathil disebut dengan mumayyiz, maka berhsk 

memperoleh hadlanah dari ibunya, kecuali ibunya sudah meninggal 

dunia, maka dapat digantikan oleh: 

1) Perempuan harus segaris dengan ibu; 

2) Ayah; 

3) Perempuan lurus segaris ke atas dari ayah; 

4) Kakak atau adik perempuan dari anak yang bersangkutan; 

5) Perempuan yang memilik kekerabatan sedarah dari segaris 

samping dari ibu; 

6) Perempuan yang memiliki kekerabatan yang sedarah segaris 

kesamping dari ayah. 
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b. Anak yang telah mumayyiz berhak menentukan pilihan dalam 

memperoleh hadlanah dari salah satu kedua orang tuanya. 

c. Apabila pejamin hadlanah tidak dapat memberikan keselamatan 

jasmani dan rohani anak, walaupun telah terpenuhi nafkah hadlanah, 

maka PA dapat memindahkan hak hadlanah kepada yang lain atas 

permintaan kerabat.  

d. Biaya hadlanah dan nafkah anak ditanggung ayah sesuai kemampuan 

hingga anak tersebut mampu biaya sendiri atau telah mencapai di atas 

usia 21 tahun. 

e. Apabila terjadi perselisihan terhadap hak hadlanah dan nafkah anak, 

maka Pengadilan Agama tetap mengambil keputusan sesuai dengan 

huruf (a), (b), (c), dan (d). 

f. PA bisa memutuskan total biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 

yang tidak ikut tinggal bersama ayahnya sesuai kemampuannya. 

g. Harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 96 

dan 97 KHI. Serta jumlah mut’ah perceraian harus tanpa syarat sesuai 

dengan Pasal 158 KHI dan menyesuaikan dari kemampuan suami 

sesuai dengan Pasal 160 KHI.
115

    

 Persyaratan-persyaratan di atas merupakan hal awal untuk 

mempersiapkan proses perceraian dalam bidang administrasi. Sedangkan 

prosedur atau tata cara perceraian dengan talak cerai menurut KHI, ialah: 
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1) Dijatuhkan kata talak oleh suami kepada istri dengan mengajukan 

permohonan baik itu lisan ataupun tertulis disertai dengan alasan yang 

konkrit kepada PA di daerah istri.
116

 

2) Setelah semua berkas permohonan diserahkan ke PA yang kemudian 

berhak mengabulkan atau menolak permohonan tersebut agar dapat 

diminta upaya hukum banding dan kasasi.
117

 

3) PA tersebut harus mempelajari permohonan tersebut dengan waktu 

selambat-lambatnya tiga puluh hari untuk melakukan pemanggilan 

terhadap pemohon dan termohon guna memperjelas alasan pemohon 

menjatuhkan talak. 

4) Kemudian PA harus melakukan mediasi atau perdamaian antara 

pemohon dan termohon namun apabila tidak berhasil menasihati 

keduanya yang beralasan yang kuat maka PA menjatuhkan keputusan 

untuk mengikrarkan talak terhadap izin bagi suami tersebut. 

5) Setelah diputuskan oleh hakim maka legal perceraian telah memiliki 

kekuatan hukum namun tetap saja suami harus mengikrarkan talak 

kepada istri di depan persidangan yang dihadiri oleh istri atau kuasa 

hukumnya. Akan tetapi, jika talak suami tidak terucap pada jangka 

waktu enam bulan sejak penetapan PA maka telah gugur ikrar taklik 

talak dan perkawinan masih sah di mata hukum. 

6) Setelah sidang penyaksian ikrar talak telah ditetapkan, maka terdapat 4 

salinan berkas sebagai bukti perceraian, yang pertama dikirimkan 
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kepada Pencatat Nikah mewilayahi kediaman suami, yang kedua dan 

yang ketiga diberikan kepada suami dan istri, serta yang keempat 

disimpan di PA.
118

   

Prosedur perceraian menurut KHI dengan gugat cerai, ialah:  

1) Pengajuan gugat cerai oleh istri atau kuasa hukumnya kepada 

suaminya di PA wilayah kediaman suami sebagai penggugat kecuali 

istri meninggalkan kediaman suami tanpa izin suami. Dan apabila 

tergugat berkediaman di luar negeri maka Ketua PA mengirim surat 

pemberitahuan atas gugatan kepada tergugat melalui perwakilan RI 

setempat.
119

 

2) Gugat cerai dapat diajukan oleh penggugat terhadap tergugat sesuai 

dengan ketentuan argumentasi dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 

135 yang telah ditentukan. 

3) Keberlangsungan atas gugatan perceraian dapat dipertimbangkan 

mengenai keamanan diri maka Pengadilan Agama diperbolehkan guna 

memberikan izin tinggal terpisah dan selama proses Pengadilan Agama 

dapat menentukan nafkah dan hal lain yang diperlukan.
120

 

4) Apabila salah satu pihak telah wafat sebelum penetapan dari 

Pengadilan Agama maka gugat cerai tersebut menjadi hilang.
121

 

5) Dalam proses pemanggilan, prnggugat dan tergugat dipanggil oleh 

petugas yang ditunjuk oleh Ketua PA bisa disampaikan melalui Lurah 
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setempat selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka dengan 

dilampiri salinan surat gugatan. Bila kediaman tergugat tidak jelas 

maka dapat melakukan pemanggilan melalui gugatan pada papan 

pengumuman di PA dan melalui media cetak dan media lainnya yang 

disepakati oleh PA sebanyak dua kali dengan masa waktu selama satu 

bulan antara pengumunan pertama dan kedua dan pemanggilan 

terakhir ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Dan jika dari 

tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir, gugatan tersebut masih 

diterima kecuali adanya hak dan alasan. Serta apabila tergugat posisi 

tempat di luar negeri maka pemanggilan harus tersampaikan melalui 

perwakilan RI setempat.
122

 

6) Dalam proses pemeriksaan gugat cerai dilakukan oleh hakim selambat-

lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya berkas oleh masing-

masing pihak dan apabila kediaman tergugat tidak jelas maka sidang 

pemeriksaan gugat cerai ditetapkan sekurang-kurangnya enam bulan 

terhitung masuk gugatan perceraian pada Kepaniteraan PA.
123

 

7) Dalam proses pemeriksaan gugatan perceraian pihak yang 

bersangkutan dapat mewakilkan kepada kuasa hukumnya.
124

 

8) Dalam pemeriksaan hakim harus berusaha melakukan perdamaian 

(mediasi) dari pasangan tersebut, bila berhasil maka gugatan 

perceraian tidak dapat dilanjutkan kembali. Namun, apabila tidak 
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berhasil mendamaikan maka dapat dilanjutkan persidangan dengan 

sidang tertutup.
125

 

9) Dalam proses pengambilan putusan hakim dilakukan dengan sidang 

terbuka dan putusan tersebut sebagai kekuatan hukum yang tetap 

beserta akibat-akibatnya diberlakukan.
126

 

10) Setelah putusan perceraian telah diputuskan oleh Majelis Hakim maka 

Panitera PA akan menyampaikan salinan surat putusan perceraian 

tersebut kepada suami dan istri atau kuasa hukum masing-masing 

dengan menarik Kutipan Akta Nikah, lalu salinan putusan yang lain 

dikirimkan tanpa bermatrai kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah 

kediaman istri guna terjadi pencatatan kecuali perkawinan 

dilangsungkan di luar negeri maka diserahkan kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Jakarta dan apabila terjadi kelalaian dalam pengiriman 

menjadi tanggug jawab Panitera yang bersangkutan.
127

 

11) Dan dalam proses pengajuan gugat cerai dengan cara khulu’ 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 148 KHI bahwa permohonan 

harus disampaikan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah 

istri beserta alasan perceraian dengan proses pemanggilan dari 

Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan terhadap masing-

masing dan bila keduanya telah menyepakati mengenai kesepakatan 

iwadl atau tebusan sehingga PA akan menetapkan ikrar talak seizin 
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suami di depan persidangan dan tidak bisa dilanjutkan dengan upaya 

hukum banding maupun kasasi. Dengan demikian penyelesaian 

tersebut diakhiri dengan Akta Perceraian. Namun, apabila tidak ada 

kesepakatan iwadl atau tebusan maka PA memeriksa dan memutuskan 

dengan perkara biasa.
128

 

Ketentuan-ketentuan prosedur di atas telah ditetapkan sesuai 

pertimbangan terutama dalam hukum Islam. Sebelum adanya KHI, hukum 

Islam berasal dari kitab-kitab fikih yang mempunyai perbedaan, sehingga 

di sisi lain KHI tersebut sebagai kodifikasi dan unifikasi dari berbagai 

kitab fikih yang substansinya masih tidak banyak adanya perubahan. 

Adanya perubahan berasal dari pemilihan atas kecocokan orientasi dari 

kitab-kitab fikih menurut kaum muslimin. Dengan demikian, ketentuan 

hukum dari KHI tidak terdapat keraguan di dalam hukumnya.
129

 

KHI tidak bisa terpisahkan dari misi yang diemban oleh Undang-

Undang Perkawinan tersebut meskipun lingkupnya hanya terbatas untuk 

kepentingan muslim saja, seperti kompilasi mutlak harus mampu 

memberikan dasar hukum perkawinan supaya menjadi pegangan muslim 

sebagai perkembangan sejarah bangsa Indonesia yang diberlakukan untuk 

berbagai golongan warga negara berbagai daerah. Oleh sebab itu juga 

harus dilandaskan dengan dasar hukum utama yakni falsafah Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana regulasi perkawinan selain KHI 
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untuk bisa mewujudkan prinsip-prinsip dalam kandungan dasar hukum 

yang utama.
130

 

KHI ini berlaku untuk kalangan muslim, maka bila warga muslim 

yang ingin bercerai tentunya terikat dengan regulasi ini termasuk TNI. 

TNI merupakan pegawai pemerintah di Indonesia dalam bidang 

kemiliteran yang memiliki kesamaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil serta Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 TAHUN 1983 Tentang 

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.  

PERMENHAN No.31 Tahun 2017 dan PP Nomor: 45 Tahun 1990 

serta Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 merupakan regulasi yang mengatur 

tentang pelaksanaan perceraian yang mana perbedaannya bahwa TNI itu 

merupakan pegawai negeri namun bukan sipil sehingga mengenai 

pendapatan dari kedua profesi ini berbeda. Sedangkan persamaannya dari 

kedua regulasi hukum ini ialah sama-sama mengajukan permohonan izin 

perceraian kepada Pejabat yang Berwenang atau Atasan. PP Nomor: 45 

Tahun 1990 mengalami beberapa perubahan yang sebelumnya PP Nomor 

10 Tahun 1983, sebagai berikut: 
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a. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah seluruhnya dengan penjelasan bahwa 

PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan 

dari pejabat dalam bentuk tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan 

yang lengkap sebagai dasar perceraian. 

b. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa pejabat yang 

menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya baik itu 

untuk melakukan perceraian atau poligami wajib memberikan 

pertimbangan secara tertulis kepada pejabat yang memuat hal-hal yang 

dapat digunakan sebagai bahan keputusan pejabat selambat-lambatnya 

tiga bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan izin 

tersebut. 

c. Ketentuan dalam Pasal 13 lama yang diubah menjadi Pasal 12 baru 

menjelaskan bahwa pemberian atau penolakan pemberian izin cerai 

yang dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk poligami yang dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis oleh pejabat 

dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai 

diterimanya permintaan izin tersebut.
131

 

Adapun Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 TAHUN 1983 Tentang 

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juga 
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menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan dalam perceraian, sebagai 

berikut: 

a. Dalam perceraian bahwa PNS wajib memperoleh izin tertulis atau 

surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, bila sebagai penggugat 

baik itu laki-laki maupun perempuan maka wajib izin tertulis terlebih 

dahulu dari pejabat, bila sebagai tergugat baik itu laki-laki maupun 

perempuan maka wajib memberitahukan secara tertulis adanya 

gugatan dari suami atau istri untuk memperoleh surat keterangan dari 

pejabat selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan 

cerai. 

b. Apabila kedua pihak yang ingin bercerai sebagai PNS dalam satu 

lingkungan atau berbeda departemen/instansi maka wajib memperoleh 

izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. 

c. Alasan untuk bercerai bagi PNS sama dengan ketentuan regulasi 

hukum yang berlaku dengan dibuktikan sebagaimana ketentuan angka 

III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 

Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 28 April 1983. 

d. Dalam penyampaian pemberitahuan tentang gugat cerai dari suami 

atau istri sesuai dengan penyampaian permintaan izin cerai dan bagi 

pejabat yang menerima hal itu, wajib untuk merukunkan keduanya 

hingga pemanggilan jika diperlukan. 
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e. Diwajibkan adanya Tim Pelaksana PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP 

Nomor 45 Tahun 1990 untuk membantu pejabat di lingkungan masing-

masing. 

f. Apabila tidak ada respon dari pejabat maka dapat diartikan bahwa 

permintaan izin cerai ditolak oleh pejabat, namun bila yang dilakukan 

pejabat tersebut sebagai kelalaian maka akan dikenakan hukuman 

disiplin. 

g. Apabila proses merukunkan tidak berhasil dari pihak PNS pria maka 

wajib menyerahkan bagian gaji untuk memenuhi kehidupan mantan 

istri dan anak-anaknya dengan membuat pernyataan tertulis serta yang 

berhubungan dengan nominal gaji dan sebagainya telah ditentukan di 

dalam surat edaran ini. 

h. Apabila gugat cerai diajukan oleh istri dan tidak berhasil dalam 

merukunkan maka proses penyelesaian memberikan izin untuk 

diselesaikan secepatnya dengan mematuhi dan sesuai dengan 

ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.
132

  

 Regulasi hukum mengenai PERMENHAN Nomor 31 Tahun 2017 

dan KHI tidak bisa terpisahkan mengenai tatanan urutan dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia yang telah ditetapkan dalam UU No.12 

Tahun 2011 jo. UU No.15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan dengan urutan sebagai berikut: 

                                                           
132 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomro 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, 123-127 
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1. Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu); 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
133

 

Tatanan urunan sistem perundang-undangan mengenai Peraturan 

Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam 

tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan dari kedua regulasi hukum 

ini. Namun, kedua regulasi hukum ini memiliki kekuatan hukum yang 

bersifat mengikat secara umum bila isinya tidak bertentangan dengan 

undang-undang yang berlaku.  

Mengenai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 

bila ditinjau dari regulasi-regulasi sebelum ditetapkannya UU No.12 

Tahun 2011 jo. UU No.15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, seperti Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 

tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum 

Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik 

Indonesia yang berasal dari pendapat Muhammad Yamin dengan beberapa 

                                                           
133 Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, dan Sekar Anggun Gading Pinilih, 

“Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan 

Perundang-Undangan”, Jurnal Konstitusi, 19, No.4, (2022): 872 
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variasi serta pengaruh dari teori milik Hans Kelsen bahwa hierarki 

peraturan perundang-undangan terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;  

3) Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang-Undang; 

4) Peraturan Pemerintah;  

5) Keputusan Presiden;  

6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti :  

a. Peraturan Menteri;  

b. Instruksi Menteri;  

c. dan lain-lainnya 

Dari hierarki di atas bahwa sudah jelas Peraturan Menteri ini telah 

diatur kedudukannya yang berada di bawah Keputusan Presiden yang 

mana termasuk sebagai jenis peraturan pelaksana bersama dengan 

Instruksi Menteri dan peraturan lainnya dikarenakan pada masa itu 

diberlakukan sistem pemerintahan parlementer, sehingga menganggap 

Menteri memiliki peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
134

 Akan tetapi, seiring 

berjalannya waktu regulasi tersebut tidak diberlakukan kembali karena 

diubah menjadi Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 Tentang Sumber 

Hukum Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, diubah kembali 

menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

                                                           
134 Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, dan Sekar Anggun Gading Pinilih, 

“Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan 

Perundang-Undangan”, 873 



 
 

 

88 

Peraturan Perundang-Undangan hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 bahwa kedudukan peraturan menteri ini masih dipermasalahkan. Di 

sisi lain, bila ditingkat pusat bahwa peraturan menteri dikeluarkan oleh 

menteri yang mana menteri memiliki peranan yang cukup penting dalam 

pemerintahan yang merupakan pembantu Presiden di tingkat pusat. Oleh 

sebab itu, pada pelaksanaannya peraturan perundang-undangan tingkat 

pusat ini membutuhkan peraturan pelaksana yang salah satunya ialah 

Peraturan Menteri karena peraturan ini secara substansi bersifat 

operasional atau teknis. Sehingga peraturan menteri ini diatur dalam 

hierarki yang diletakkan persis di bawah Peraturan Presiden karena dalam 

sistem pemerintahan presidensial presiden merupakan pemegang 

kekuasaan yang paling kuat dan paling besar. Presiden dalam 

melaksanakan tugasnya dibantu oleh Menteri, sehingga Menteri berada di 

bawah Presiden. Atas dasar itulah, ketika Menteri mengeluarkan sebuah 

peraturan maka sudah pasti peraturan itu berada di bawah peraturan yang 

dikeluarkan oleh Presiden yaitu Peraturan Presiden.
135

 

Mengenai Kompilasi Hukum Islam bila ditinjau dari teori Kelsen 

dan Nawiasky yang digambarkan oleh A. Hamid S Attamimi dijelaskan 

bahwa kedudukan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden berada di bawah 

Peraturan Pemerintah sehingga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berkedudukan di bawah 

Peraturan Pemerintah. Dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam 

                                                           
135 Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, dan Sekar Anggun Gading Pinilih, 

“Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan 

Perundang-Undangan”, 876-877 
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di Indonesia ialah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 

1991 dan dikatakan pula bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 yakni kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan 

negara dinamakan dengan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden 

yang memiliki kedudukan yang sama. Maka, kedudukan KHI ini tidak bisa 

terlepas dari Instruksi Presiden yang dimaksud.
136

 

Dengan demikian, keabsahan dari kedua regulasi hukum ini sama-

sama memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat mengenai  

prosedur perceraian TNI yang harus dilaksanakan secara tertib dan tidak 

boleh dilanggar baik itu dari salah satu regulasi atau keduanya dengan 

hasil akhir dalam putusan perceraian itu tetap diputuskan oleh Pengadilan 

Agama setempat dan hal tersebut (putusan hakim) bersifat sah dan 

mengikat dengan dibuktikan berupa surat akta cerai.  

                                                           
136 Edi Gunawan, “Eksistensi Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal STAIN Manado: 8 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian yang dibahas menghasilkan sesuatu yang konkrit yang mana 

berkesimpulan bahwa: 

1. Prosedur perceraian anggota TNI harus mengikuti dan melaksanakan 

peraturan yang ada sebagai anggota TNI yakni Peraturan Menteri 

Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian dan 

Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan secara 

berurutan dan tidak boleh dilanggar, ialah wajib mendapatkan izin cerai 

dari Pejabat yang Berwenang pada satuan dengan mengajukan surat 

permohonan izin cerai dalam bentuk tertulis dengan memenuhi prasyarat 

ditetapkan sebelum diajukan ke Pengadilan Agama harus melewati juga 

prosedur mediasi di lingkungan Kementerian Pertahanan sesuai jabatan 

yang dipegang.  

2. Keabsahan dari prosedur perceraian bagi TNI antara Peraturan Menteri 

Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam harus 

tetap dilaksanakan dan tidak boleh ada yang terlewati dari prosedur kedua 

hukum tersebut dikarenakan kedua regulasi hukum tersebut sama-sama 

memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat dalam system hukum di 

Indonesia meskipun dalam UU No.12 Tahun 2011 jo. UU No.15 Tahun 

2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak 

dicantumkan kedua regulasi hukum ini yang mana dalam pelaksanaannya 
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harus dilakukan secara bertahap dan tertib dari permohonan izin ke Pejabat 

yang Berwenang hingga putusan di Pengadilan Agama dengan memenuhi: 

a. Apabila ingin bercerai harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat 

dan konkrit. 

b. Kedua lembaga yang bersangkutan dalam penanganan perceraian harus 

mendamaikan kedua belah pihak (suami istri) terlebih dahulu. 

B. Saran 

1. Sepatutnya dalam lingkungan Kementerian Pertahanan harus 

diselenggarakan sosialisasi mengenai PERMENHAN terbaru sekarang dan 

berlaku pada saat ini terutama bagi Pegawai atau Prajurit TNI pada 

satuannya. Sehingga dalam proses pelaksanaan dalam tiga hal tersebut 

dilakukan secara tertib dan tidak dilanggar. 

2. Dihimbau kepada Pegawai atau Prajurit TNI untuk memahami mengenai 

keabsahan hukum dalam perceraian anggota TNI terutama TNI Muslim 

harus disesuaikan dengan PERMENHAN terbaru sekarang beserta KHI 

sebagai salah satu dasar fiqh Islam di Indonesia melalui penetapan hakim 

PA dan dibuktikan dengan Akta Cerai. 
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